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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan
Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi
Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria
penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam
rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana,
perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan
dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian
Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkanPeraturan Menteri Keuangantentang
Mekanisme Penetapan Jabatan DanPeringkat Bagi

Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan
Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.01/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan
Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite
Pengawas Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan
Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.01/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik
Negara,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan
Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
172/PMK.01/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan
Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
56/PMK.01/2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan
Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Pengadilan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan
Pemulihan Data;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan
Negara STAN;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana
Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 206.5/PMK.01/2014;
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Menetapkan

20.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan
Identifikasi Barang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang
tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan
fungsional.

Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki
jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenali
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan
Kementerian Keuangan, dan Pelaksana yang menduduki
jabatan non awak kapal patroli sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuanmengenai jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea
dan Cukai.

Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki
jabatan yang tidak disyaratkan pangkat/golongan ruang
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuanmengenai
jabatan dan peringkat bagi Pelaksanadi lingkungan
Kementerian Keuangan.

Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut
Kompetensi Teknis adalah kemampuan, pengetahuan,
dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana

yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
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Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas
melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana.

Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan
tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar
paling singkat 6 (enam) bulan.

Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian
Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan
peringkat Pelaksana di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya
disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi
PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan
diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah
memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ljazah yang
lebih tinggi.

Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon Il, eselon lll,
eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Formasi Jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan
jumlah Pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP
adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan
Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing
bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO
adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan
bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki
peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian

Keuangan.
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13. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP

14.

adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi

Pelaksana Umum yang mengacu pada NPKP dan NKO.

Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelaksana menduduki

jabatan Pelaksana Khusus.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur penetapan jabatan dan

peringkat bagi:

a.
b.

C.

Pelaksana Umum;

Pelaksana Khusus; dan

Pelaksana Tugas Belajar.

BAB 11
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA

BagianKesatu

DasarPenetapanJabatandanPeringkatPelaksana

Pasal 3

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum

didasarkan pada:

a.

b
C.
d

Kompetensi Teknis;

pangkat/golongan ruang;

pendidikan; dan

Formasi Jabatan pada unit Kkerja yang

bersangkutan.

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus

didasarkan pada:

a.
b.

C.

Masa Kerja;
pendidikan; dan
Formasi Jabatan pada unit Kkerja yang

bersangkutan.

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit

Eselon | masing-masing.
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Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas
Belajar didasarkan pada:

a. pangkat/golongan ruang;

b. pendidikan; dan

C. Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan.
Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(4) dilaksanakan sesuai dasar penetapan jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Penetapan Jabatan dan

Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 4
Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan
peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang
bersangkutan.
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat
yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah
ditetapkan sepanjang diberikan penugasan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan:
a. penilaian atas beban kerja; atau
b. penilaian atas Kompetensi Teknis.
Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan
peringkatnya, dalam hal diperlukan atau insidental
dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan
peringkat yang lebih rendah dari jabatan dan peringkat
yang telah ditetapkan.
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BAB 1
EVALUASI PELAKSANA
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

BagianKesatu
Prinsip, Dasar, danKewenanganEvaluasi

PelaksanaUmumdanPelaksanaKhusus

Pasal 5
Evaluasi Pelaksana merupakan proses penilaian bagi
Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus untuk 1 (satu)
periode evaluasi setiap tahun.
Periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember tahun berjalan.
Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana
Khusus yang telah diangkat menjadi PNS.
Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Umum
atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan paling lama
bulan Januari tahun berikutnya.
Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau
Pelaksana Harian, dalam halatasan langsung Pelaksana
yang bersangkutan:
a. belum ditetapkan;
b. berhalangan tetap; atau
C. berhalangan sementara.
Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditunjuk dari
Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana
dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan atasan
langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang
bersangkutan.
Pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dipilih dari unit eselon 11l yang sama.
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Khusus untuk Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
pada instansi vertikal dimana atasan langsungnya
setingkat pejabat eselon V, pejabat yang setingkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dari unit
eselon IV yang sama.

Penunjukkan pejabat yang setingkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh atasan dari
atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana

Khusus yang bersangkutan.

BagianKedua

EvaluasiPelaksanaUmum

Pasal 6
Evaluasi Pelaksana Umum dilakukan dengan cara
menjumlahkan NPKP dan NKO, yang masing-masing
memiliki bobot sebagai berikut:
a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per
seratus); dan
b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per
seratus).
NPKP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) periode
evaluasi, apabila Pelaksana Umum yang bersangkutan
telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum
paling singkat 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan pada
1 (satu) periode evaluasi.
Hasil penjumlahansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa NEP, yang penghitungannya mengikuti format
dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85
(delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit
76 (tujuh puluh enam);
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b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh)
sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh
lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh
enam); dan

C. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70
(tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76
(tujuh puluh enam).

NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan

oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Umum

kepada pejabat yang menangani kepegawaian di

lingkungan Unit Kerja masing-masing.

NEPsebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat

rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:

a. Pejabat Penilai;

b. pejabat yang menangani kepegawaian;

C. atasan langsung; dan

d. Pelaksana Umum yang dinilai.

Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman

disiplin sedang atau berat, tetap dilakukan evaluasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pelaksana Khusus

Pasal 7
Evaluasi Pelaksana Khusus didasarkan pada Masa Kerja
yang dihitung setiap tahun.
Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) tahun apabila
yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai
Pelaksana Khusus paling singkat 6 (enam) bulan dalam
tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
Evaluasi Pelaksana Khusus dilakukan
denganmengakumulasi Masa Kerja setiap tahun.
Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hanya dapat dilakukan, dalam hal Pelaksana yang

bersangkutan menjalani tugas sebagai Pelaksana
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Khusus secara terus menerusdan tidak terputus pada
jabatan Pelaksana Khusus yang sama.

Penghitungan evaluasiPelaksana Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), mengikutiformat dan contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh
pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana kepada
pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan Unit
Kerja masing-masing.

Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus
sebagaimana dimaksud padaayat (5) bersifat rahasia dan
hanya dapat diketahui oleh:

a. Pejabat Penilai;

b pejabat yang menangani kepegawaian;

C. atasan langsung; dan
d

Pelaksana Khusus yang dinilai.
BAB IV
PENILAIAN PELAKSANA DALAM

JABATAN DAN PERINGKAT

BagianKesatu

PejabatPenilai

Pasal 8

Pejabat Penilai terdiri dari:

a.
b.
C.

Pejabat Penilai kantor pusat;
Pejabat Penilai instansi vertikal; dan

Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.
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BagianKedua
PersyaratanPenilaianbagiPelaksanaUmumdan

PelaksanaKhusus

Pasal9

(1) NEP sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3)
digunakan sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai
apabila Pelaksana Umum yang dinilai telah memiliki NEP
sebanyak 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.

(2) Untuk NEP bagi Pelaksana Umum yang mendapat
penugasan  tertentu,berlaku ketentuansebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi:

a mutasi menjadi Pelaksana Khusus;
b. mutasi menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli; atau
C diperbantukan/dipekerjakan diluar Kementerian

Keuangan.

Pasal 10
Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusussebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), digunakansebagai bahan

penilaian bagi Pelaksana Khusus.

Bagian Ketiga
Kenaikan Jabatan dan Peringkat

bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
Pasal 11

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan
dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat
Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memenuhi Kompetensi Teknis sesuai dengan yang

dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
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b. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi
berturut-turut;
memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;

d. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yangmerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

e. tersedianya Formasi Jabatan; dan

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang
atau berat pada saat sidang penilaian.

Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat

Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan;

b. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
tersedianya Formasi Jabatan; dan

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang
atau berat pada saat sidang penilaian.

NEP yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat

digunakan lagi sebagai bahan Penilaian Pelaksana oleh

Pejabat Penilai.

Bagian Keempat
Penurunan Jabatan dan Peringkat

bagi Pelaksana Umum

Pasal 12
Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan
dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat
Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua)
periode evaluasi berturut-turut.
Pelaksana Umum yang telah ditetapkan turun jabatan
dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah karena NEP

Kurang selama2 (dua) periode evaluasi berturut-turut,
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dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai
untuk diturunkan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat
lebih rendah apabila memiliki NEP Kurang dalam 2 (dua)
periode evaluasi berikutnya.

NEP yang telah digunakan sebagai dasar penurunan
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum, tidak
dapat digunakan lagi sebagai bahan penilaian Pelaksana

oleh Pejabat Penilai.

Bagian Kelima
Tetap dalam Jabatan dan Peringkat bagi

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

Pasal 13

Pelaksana Umum direkomendasikan Tetap pada jabatan

dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila:

a. NEP selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut
untuk syarat kenaikan atau penurunan tidak
terpenuhi;

b. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun jabatan dan peringkatnya sudah
maksimal pada pangkat/golongan ruangnya;

c. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun tidak ada Formasi Jabatan pada
jabatan dan peringkat yang akan diberikan;

d. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun tidak memenuhi syarat minimal
pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan
diberikan;

e. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun pada saat sidang penilaian Pelaksana
yang bersangkutan sedang menjalani hukuman
disiplin sedang atau berat; dan

f. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun belum memenuhi kompetensi pada

jabatan yang akan diberikan.
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NEP Baik atau Kurang pada periode kedua yang
ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, digabungkan dengan
NEP pada 1 (satu) periode evaluasi selanjutnya sebagai
dasar penilaian Pelaksana Umum olehPejabat Penilai
pada sidang penilaian berikutnya.

NEP Baik pada periode kedua yang ditetapkan Tetap
karena pertimbangan sebagaimana pada ayat (1)
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,
digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) periode evaluasi
selanjutnya sebagai dasar penilaian Pelaksana Umum
oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
Pelaksana Umum yang dikenai hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat/golongan ruang, maka pada saat
menjalani hukuman disiplin ditetapkan Tetap dalam

jabatan dan peringkatnya.

Pasal 14

Pelaksana Khusus direkomendasikan Tetap pada jabatan

dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila:

a. memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan, namun
pada saat sidang penilaian, yang bersangkutan
sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau
berat;

b. memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan, namun
tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada
jabatan dan peringkat yang akan diberikan.

Masa Kerja selama menjalani hukuman disiplin sedang

atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

tetap diperhitungkan dan diakumulasi dengan Masa

Kerja setelah yang bersangkutan sudah tidak menjalani

hukuman disiplin untuk digunakan sebagai bahan

penilaian Pelaksana Khusus pada sidang penilaian
berikutnya.

Masa Kerja sampai memenuhi syarat minimal

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, tetap diperhitungkan dan diakumulasi dengan Masa
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Kerja setelah yang bersangkutan memenuhi syarat
minimal pendidikan, untuk digunakan sebagai bahan
penilaian Pelaksana Khusus pada sidang penilaian

berikutnya.

Bagian Keenam

Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar

Pasal 15

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang

melaksanakan Tugas Belajar dapat direkomendasikan

untuk memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat 1

(satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai, apabila:

a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi
berturut-turut;

b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruangnya;

Cc. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan

d. tersedianya Formasi Jabatan.

NEP Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang

sedang melaksanakan Tugas Belajar yang telah

digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan

peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Penilaian

Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai.

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang

melaksanakan Tugas Belajar, dapat direkomendasikan

Penurunan pada jabatan dan peringkatnya oleh Pejabat

Penilai, apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua)

periode evaluasi berturut-turut.

NEP Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang

sedang melaksanakan Tugas Belajar yang telah

digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan

peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
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dapat digunakan kembali sebagai bahan penilaian

Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai.

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang

melaksanakan Tugas Belajar direkomendasikan Tetap

pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila:

a. NEP selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut
untuk syarat kenaikan atau penurunan tidak
terpenuhi;

b. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun jabatan dan peringkatnya sudah
maksimal pada pangkat/golongan ruang;

C. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun tidak memenuhi syarat minimal
pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan
diberikan; dan

d. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-
turut, namun tidak ada Formasi Jabatan pada
jabatan dan peringkat yang akan diberikan.

NEP Baik atau Kurang pada periode kedua yang

ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a, pada sidang penilaian
sebelumnya digabungkan dengan NEP pada 1 (satu)
periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian

Pelaksana oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian

berikutnya.

NEP Baik pada periode kedua yang ditetapkan Tetap

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b, huruf ¢, dan huruf d pada sidang penilaian

sebelumnya, digabungkan dengan NEP pada 1 (satu)

periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian

Pelaksana oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian

berikutnya.
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Bagian Ketujuh
Penilaian bagi Pelaksana Umum
yang Memperoleh Kenaikan Pangkat

karena Lulus UPKP atau Lulus Tugas Belajar

Pasal 16

Pelaksana Umum yang mendapat kenaikan pangkat
golongan/ruang pada periode evaluasi yang pertama
karena Ilulus UPKP atau lulus Tugas Belajar dan
memiliki NEP Baik 1 (satu) periode evaluasi, dapat
direkomendasikan mendapat kenaikan jabatan dan
peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada sidang
penilaian tahun berikutnya apabila:

a. memenuhi  Kompetensi Teknis sesuai yang
dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;

b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;

C. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

d. tersedianya Formasi Jabatan; dan

e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang
atau berat pada saat sidang penilaian.

Pelaksana Umum yang mendapat kenaikan pangkat

golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua

karena lulus UPKP atau Tugas Belajar dan memiliki NEP

Baik 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, kenaikan

jabatan dan peringkatnya mengikuti mekanisme sebagai

berikut:

a. yang bersangkutan mengikuti sidang penilaian
pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian
yang dilakukan Pejabat Penilai atas NEP Baik 2
(dua) periode evaluasi;

b. pada sidang penilaian tahun berikutnya setelah
sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada
huruf a, yang bersangkutan dapat

direkomendasikan mendapatkan kenaikan jabatan


http://www.peraturan.go.id

1o 2015, N0.1950

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila
memiliki NEP Baik 1 (satu) periode evaluasi dan
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Sidang Penilaian

Pasal 17

Penilaian Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Penilai
melalui mekanisme sidang penilaian setiap bulan
Januari.

Sidang penilaian bagi masing-masing Pelaksana
diselenggarakan paling lama bulan Januari tahun
berikutnya setelah 2 (dua) periode evaluasi.

Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal untuk dan
atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan
batas waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pelaksanaan sidang penilaian oleh Pejabat Penilai
mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan

Hasil Sidang Penilaian

Pasal 18
Hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 terdiri dari rekomendasi Kenaikan, Penurunan,
atau Tetap dalam jabatan dan peringkat.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan:
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a. Pejabat Penilai kepada pejabat yang berwenang
menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana yang
bersangkutan; dan

b. dalam bentuk surat rekomendasi sebagaimana
format yang tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat yang

berwenang dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi

Pelaksana.

Untuk rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat

Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon

1l dan Eselon 1V, sebelum ditetapkan oleh pimpinan

Unit Eselon Il di daerah, dilakukan verifikasi terlebih

dahulu oleh pejabat yang menangani bidang

kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Unit Kerja

yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Pejabat yang Berwenang Menetapkan

Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 19
Pimpinan Unit Eselon Il di tingkat pusat dan daerah
merupakan Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan
dan peringkat bagi Pelaksana.
Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana ditetapkan dengan
keputusan Pimpinan Unit Eselon | yang ditandatangani
oleh Pimpinan Unit Eselon Il atas nama Pimpinan Unit
Eselon | bersangkutan.
Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
oleh pejabat lain di lingkungan Unit Eselon | yang
bersangkutan, dalam hal pejabat definitif Unit Eselon 1I

bersangkutan:
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a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

(4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan sebagai berikut:

a. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana di
lingkungan Unit Eselon | selain Sekretariat Jenderal
dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau
Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris
Badan;

b. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana di
lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh
Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

(5) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana dapat
dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon | yang
bersangkutan, dalam hal pejabat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4):

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Bagian Kesebelas

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 20
Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan
Pelaksana Khusus terdiri dari:
a. penetapan pertama kali; dan
b. penetapan kembali,
sesuai jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Umum dan Pelaksana Khusus, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas

Belajar terdiri dari:
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penetapan bagi PNS Kementerian Keuangan yang
menjalankan Tugas Belajar; dan

penetapan bagi PNS Kementerian Keuangan yang telah
kembali dari Tugas Belajar dan aktif bekerja di

lingkungan Kementerian Keuangan,

sesuai jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana

Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 22

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi

Pelaksana terdiri dari:

a. keputusan penetapan Pelaksana yang ditetapkan
pertama kali;

b. keputusan penetapan Pelaksana yang dimutasi;
keputusan penetapan CPNS menjadi PNS;

d. keputusan penetapan PNS yang menjalankan Tugas
Belajar;

e. keputusan penetapan PNS yang kembali dari Tugas
Belajar;

f. keputusan penetapan Pelaksana yang kembali dari
dipekerjakan atau diperbantukan;

g. keputusan penetapan Pelaksana yang kembali dari
cuti di luar tanggungan negara; dan

h. keputusan penetapan Pelaksana berdasarkan hasil
sidang penilaian.

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h,ditetapkan paling lama

31 Januari dan berlakumulai 1 Januari tahun yang

sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.
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Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:

a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

b. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; dan

c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

paling lama bulan Februari tahun yang sama dengan
pelaksanaan sidang penilaian.

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan
Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.01/2015 yang belum digunakan untuk
kenaikan dan penurunan jabatan dan peringkat
Pelaksana, tetap dapat digunakan sebagai bahan
penilaian dalam sidang penilaian.

Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat
digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang
penilaian dengan terlebih dahulu dilakukan penyetaraan
kriteria nilainya dengan NEP sesuai dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

CPNS hasil rekrutmen terhitung mulai tahun 2014,

diberikan jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan
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Pelaksana Khusus sebagaimana tercantum pada
Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sampai dengan
yang bersangkutan diangkat menjadi PNS Kementerian
Keuangan.

(4) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah
diangkat menjadi PNS Kementerian Keuangan, diberikan
jabatan dan peringkat Pelaksana Umum sesuali
ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan,
terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat
menjadi PNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana
Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2016.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN |1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DASAR DAN JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA

A. Dasar dan Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum

1.

Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum
Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan
pada:

a. Kompetensi Teknis;

b pangkat/golongan ruang;

C. pendidikan; dan

d Formasi Jabatan pada Pelaksanayang bersangkutan.
Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan

dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢ mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No. Pendidikan Makeimal Peringkat Jabatan
Strata 1 12

2. | Diploma III 10

3. | Diploma I/SMA 6

4. | SMFP 3

Pelaksana Umum dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar
penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan
telah memenuhi ketentuan mengenai Tugas Belajar dan
izin belajar, dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya

kepada bagian kepegawaian.
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2. Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum

Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum terdiri

dari:

a. Penetapan pertama kali, meliputi:

1)

CPNSyang ditetapkan  sebagai Pelaksana Umum

Kementerian Keuangan.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a)

b)

bagi CPNS golongan Il dengan pendidikan S2,
peringkat jabatannya adalah 9;

bagi CPNS golongan Ill dengan pendidikan S1,
peringkat jabatannya adalah 8;

bagi CPNS golongan Il dengan pendidikan Diploma Ill,
peringkat jabatannya adalah 6;

bagi CPNS golongan Il dengan pendidikan Diploma I
atau SMA/SMK, peringkat jabatannya adalah 4;

bagi CPNS hasil rekrutmenmulai tahun 2014,
diberikan jabatan dan peringkat sebagai berikut:

(1) CPNS hasil rekrutmentahun 2014:

Pendidikan dan Peringkat Jabatan
No.| Nama Jabatan :
82 | 51 |DII| DI | SMA/SMK
1. | Analis Anggaran 9 8
2. | Analis Pajak 9 8
3. | Analis Bea dan| 92 8 - - -
Cukai
4. | Analis Aset Negara | 9 ] - - -
5. | Analis Fiskal o B
6. | Penata Laporan | 9 8
Keuangan
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7. | Mualim Ketentuan peringkat jabatan bagi
8. | Juru Motor CPN5 Awak Kapal Patroli diatur
9. | Jurn Mudi dalam ketentuan mengenai
10. | Juru Minyak Jabatan dan Peringkat Bagi
11. | Kelasi Kapal Pelaksana Awak Kapal Patroli di
Lingkungan Pangkslan Sarana
Operasi Dea dan Cukai
12. | Operator X-Ray - - - - +
13. | Verifikator - - 6 4 -
Anggaran
14. | Verifikator Pajak - - i1 4 -
15. | Verifikator Bea | - - 6 | 4 -
dan Cukai
16. | Verifikator Aset | - - & 4 -
Negara
17. | Verifikator - - 6 | 4 -
Laporan
Keuangan
18, | Administrator - - - - 4
Fersuratan
(2) CPNS hasil rekrutmen mulai tahun 2015,
diberikan jabatan sebagaimana tercantum
dalam sistem rekrutmen nasional, dengan

peringkat sebagai berikut:

Pendidikan dan Peringkar.Jabhatan
No. Nama Jabatan §

52 | 51 |DII| DI | SsMA/SMK
1. | Analis 8
2. | Pengelah Data - - G
3. | Pengelola - - G
1. | Pengadministrasi - - - 1 1

UImum

Penggunaan nama jabatan bagi CPNS hasil rekrutmen
2014 dan 2015
dimaksud pada angka (1) dan angka (2), didasarkan pada

tahun mulai tahun sebagaimana

hasil rekrutmen masing-masing Pelaksana.

PNS dari luar Kementerian Keuangan yang baru diangkat
dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum Kementerian

Keuangan.

www.peraturan.go.id
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Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua)

tingkat di bawah peringkat maksimal pada

pangkat/golongan ruangnya apabila memenuhi:

a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c), kepada
yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai

pendidikan yang dimiliki.

Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya

dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuansebagai
berikut:
a) bagi pejabat fungsional yang diberhentikan dari
jabatannya karena:
(1) tidak mampu mengumpulkan angka kredit;
(2) mengundurkan diri menjadi Pelaksana Umum;
(3) kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan
menjadi Pelaksana Umum; dan

(4) mutasi menjadi Pelaksana Umum,

diberikan peringkat maksimal pada

pangkat/golongan ruangnya, tetapi tidak melebihi

peringkat jabatan terakhir pada jabatan

fungsionalnya, apabila memenubhi:

(@) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

(b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

(c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
huruf c), kepada yang bersangkutan diberikan

peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki;
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b) bagi pejabat fungsional yang diberhentikan dari
jabatannya karena hukuman disiplin, diberikan
jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah
peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang,
apabila memenuhi:

(@) KompetensiTeknis yang dipersyaratkan;
(b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

(c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
huruf (c), kepada yang bersangkutan diberikan

peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki.

Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana
Awak Kapal Patroli yang sebelum dipekerjakan atau
diperbantukan belum pernah ditetapkan jabatan dan
peringkatnya, dan pada saat kembali ke Kementerian

Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua)

tingkat di bawah peringkat maksimal pada

pangkat/golongan ruangnya,apabila memenuhi:

a) KompetensiTeknis yang dipersyaratkan;

b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

C) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), kepada

yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai

pendidikan yang dimiliki.

b. Penetapan kembali, berlaku bagi:

1)

Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di

Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat paling
tinggi sesuai dengan peringkat sebelum dimutasi dengan

didasarkan pada:
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a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit baru; dan

C) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan sebelum dimutasi telah
ditetapkan peringkatnya namun tidak sesuai dengan
ketentuan mengenai pendidikan, yang bersangkutan tetap
dapat menggunakan peringkat yang sama dengan

peringkat sebelum dimutasi.

Mutasi Pelaksana Umum antar unit organisasi di
Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum, tidak
dapat dilakukan dalam kurun waktu Pelaksanaan sidang
penilaian sampai dengan keputusan penetapan jabatan
dan peringkat bagi Pelaksana Umum hasil penilaian
ditetapkan.

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang dimutasi antar unit organisasi di Kementerian

Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal
Patroli yang sebelumnya belum pernah menduduki
jabatan Pelaksana Umum, diberikan peringkat
dengan memperhatikan:

(1) pangkat/golongan ruang;

(2) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

(3) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit baru;
dan

(4) ketentuan mengenai pendidikan,

dengan ketentuan tidak boleh melebihi dan tidak
harus sama dengan peringkat Pelaksana Khusus
sebelumnya.

b) Pelaksana Khusus dan Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana
Umum, dan dimutasi kembali sebagai Pelaksana

Umum, diberikan peringkat sebagai berikut:
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sama dengan peringkat Pelaksana Umum

sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal

Patroli, dalam hal:

(@)

yang bersangkutan menduduki jabatan
Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak
Kapal Patroli paling lama 2 (dua) tahun;
atau

yang bersangkutan menduduki jabatan
Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak
Kapal Patroli lebih dari 2 (dua) tahun,
dengan ketentuan;

memiliki NEP Baik 1 (satu) periode
terakhir yang belum digunakan
sebagai bahan penilaian sebelum
yang bersangkutan dimutasi menjadi
Pelaksana Khusus, tetapi tidak
tersedia formasi jabatan atau
pendidikan atau pangkat/golongan
ruang terakhir yang dimiliki tidak
memenuhi syarat untuk memperoleh
kenaikan peringkat;

memiliki NEP Baik 1 (satu) periode
terakhir yang dapat digabungkan
sebagai akibat penetapan Tetap
dalam  jabatan dan peringkat
sebelum yang bersangkutan dimutasi
menjadi Pelaksana Khusus, tetapi
pendidikan atau pangkat/ golongan
ruang terakhir yang dimiliki tidak
memenuhi syarat untuk memperoleh
kenaikan peringkat atau tidak
tersedia formasi jabatan;

memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode
terakhir yang dapat digabungkan
sebagai akibat penetapan Tetap

dalam jabatan dan peringkatnya
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yang belum digunakan sebagai
bahan penilaian sebelum yang
bersangkutan  dimutasi menjadi
Pelaksana Khusus;

iv. memiliki NEP Sedang atau Kurang 1
(satu) periode terakhir yang belum
digunakan sebagai bahan penilaian
sebelum yang bersangkutan dimutasi
menjadi Pelaksana Khusus; atau

V. belum memiliki NEP sebelum yang
bersangkutan  dimutasi menjadi
Pelaksana Khusus.

(2) 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat
Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan
dimutasi menjadi Pelaksana Khusus atau
Pelaksana Awak Kapal Patroli, dalam hal:

i. yang bersangkutan menduduki jabatan
Pelaksana Khusus lebih dari 2 (dua)
tahun;

ii. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode
terakhir yang belum digunakan sebagai
bahan penilaian atauyang dapat
digabungkan sebagai akibat penetapan
Tetap dalam jabatan dan peringkat
sebelum yang bersangkutan dimutasi
menjadi Pelaksana Khusus;

iii. pendidikan dan  pangkat/golongan
ruang terakhir yang dimiliki memenuhi
syarat untuk memperoleh kenaikan
peringkat serta tersedia formasi

jabatan.

Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya

berdasarkan hasil sidang penilaian.

Pemberianjabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum

didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:
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a) pangkat/golongan ruang;

b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

d) ketentuan mengenai pendidikan.

Pemberian jabatan dan peringkat selain didasarkan pada
persyaratan tersebut pada huruf a), huruf b), huruf c), dan
huruf d) juga harus memenuhi kriteria Kenaikan, Penurunan,
atau Tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Dalam hal yang bersangkutan telah menduduki peringkat yang
melebihi ketentuan maksimal peringkat sesuai dengan
pendidikan yang dimiliki, meskipun NEP memenuhi kriteria
untuk memperoleh kenaikan peringkat, kepada yang
bersangkutan ditetapkan Tetap pada jabatan dan peringkatnya.
Pelaksana Umum yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan
pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan

sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a) diberikan peringkat sama dengan peringkat jabatan
sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau
diperbantukan apabila:
(1) dipekerjakan atau diperbantukan sampai dengan 2

(dua) tahun;

(2) dipekerjakan atau diperbantukan lebih dari 2 (dua)
tahun, dengan syarat:

(@ memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir
yang belum digunakan sebagai bahan penilaian
sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau
diperbantukan, tetapi tidak tersedia formasi
jabatan atau pendidikan atau pangkat/
golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak
memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan
peringkat;

(b)  memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir
yang dapat digabungkan sebagai akibat
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penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat
sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau
diperbantukan, tetapi pendidikan atau
pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki
tidak memenuhi syarat untuk memperoleh
kenaikan peringkat atau tidak tersedia formasi
jabatan;

(¢) memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode terakhir
yang dapat digabungkan sebagai akibat
penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat
sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau
diperbantukan;

(d) memiliki NEP Sedang atau Kurang 1 (satu)
periode terakhir yang belum digunakan sebagai
bahan penilaian sebelum yang bersangkutan
dipekerjakan atau diperbantukan; atau

(e) belum memiliki NEP sebelum yang
bersangkutan dipekerjakan atau
diperbantukan;

b) diberikan peringkat 1(satu) tingkat lebih tinggi dari
peringkat jabatan sebelum dipekerjakan atau
diperbantukan apabila yang bersangkutan dipekerjakan
atau diperbantukan lebih dari 2 (dua) tahun,
dengan syarat:

(1) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir sebelum
dipekerjakan atau diperbantukan vyang belum
digunakan sebagai bahan penilaian atau yang dapat
digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam
jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan
dipekerjakan atau diperbantukan; dan

(2) pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir
yang dimiliki memenuhi syarat untuk memperoleh

kenaikan peringkat serta tersedia formasi jabatan.

5) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli

yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali
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ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana

Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat dengan

memperhatikan:

(@) pangkat/golongan ruang;

(b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

(c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

(d) ketentuan mengenai pendidikan,

namun tidak boleh melebihi dan tidak harus sama dengan

peringkat Pelaksana Khusus sebelumnya.

Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Awak
Kapal Patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara,
kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, dan
pada saat kembali Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai

Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat

di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan

ruangnya apabila memenuhi:

a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

C) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c), kepada yang
bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan

yang dimiliki.

B. Dasar dan Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Khusus

1. Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus didasarkan

pada:

a.
b.

Masa Kerja;

pendidikan; dan
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C. Formasi Jabatan pada Pelaksanayang bersangkutan.

Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan
dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada

huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Syvarat Pendidikan dan Maksimal

We, Nama Jabatan Peringkat Jabatan yvang Diberikan
Sl DI DI SMA/SMK
Bendahara 11 10 10 10
2. Sekretaris Menteri/ Wamen 12 10 - -
Sekretaris Pejabat Eselon 1 12 10 . -
Sekretaris Pejabat Eselon 11 10 10 . -

Sekretaris  Pejabat Eselon 111 10 10 - -

(kantor vertikal)

3. | Pengemudi Jemputan 9 Q & 6
Svarat Pendidikan dan Peringlkat
No. Nama Jabatan Jabatan vang Diberikan
51 DIl Dl SMA/JSMK

1. | Ajudan Menteri/Wamen 12 10 - -
Ajudan Pejabat Eselon [ 11 1Q - -

2. | Pengemudi Menteri/Wamen 12 10 - -
Pengemudi Pejabat Eselon 1 11 10 6 =
Pengemudi Pejabat Eselon 11 10 10 B
Pengemudi Pejabat Eselon Il 10 10 6 &

Pelaksana Khusus dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar
penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan
telah mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar dan ijin belajar,
dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya kepada

bagian kepegawaian.

Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum terdiri
dari:
a. Penetapan pertama kali, meliputi:

1) CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus

Kementerian Keuangan.

www.peraturan.go.id
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Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana
Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai
pendidikan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari O
(nol) tahun terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan diangkat menjadi CPNS, dalam hal
sesuai hasil seleksi yang bersangkutan ditetapkan
sebagai Pelaksana Khusus;

b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana
Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai
pendidikan, danMasa Kerjanya dihitung mulai dari O
(nol) tahun terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan diangkat sebagai Pelaksana Khusus,
dalam hal sesuai hasil seleksi yang bersangkutan
ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, namun yang
bersangkutan kemudian dimutasi menjadi Pelaksana
Khusus.

Pengangkatan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana

dimaksud pada huruf b) dilakukan terhitung mulai tanggal

yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.

PNS dari luar Kementerian Keuangan yang baru diangkat
dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus Kementerian
Keuangan.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan
pada ketentuan mengenai pendidikan dan
ketersediaanFormasi Jabatan, dan Masa Kerjanya

dihitung mulai dari O (nol) tahun.

Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya
dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan

pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan
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Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari
0 (nol) tahun.

Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana
Awak Kapal Patroli yang sebelum dipekerjakan atau
diperbantukan belum pernah ditetapkan jabatan dan
peringkatnya, dan pada saat kembali ke Kementerian
Keuangan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan
pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan
Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari
0 (nol) tahun.

b. Penetapan kembali, berlaku bagi:

1)

Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana
Khusus dengan nama jabatan yang sama.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat yang sama denganjabatan dan peringkat

sebelum dimutasi dengan didasarkan pada:

a) ketentuan mengenai pendidikan; dan

b) Formasi Jabatan pada unit kerjabaru.

Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi
tetap digunakan untuk perhitungan akumulasi Masa
Kerja yang bersangkutan setelah dimutasi kembali sebagai
Pelaksana Khusus. Dalam hal yang bersangkutan sebelum
dimutasi telah ditetapkan peringkatnya namun tidak
sesuai dengan ketentuan mengenai pendidikan, yang
bersangkutan tetap dapat menggunakan peringkat yang

sama dengan peringkat sebelum dimutasi.

Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana
Khusus dengan nama jabatan yang berbeda.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan

pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan
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Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari
0 (nol) tahun.

Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang

dimutasi antar unit organisasi di Kementerian Keuangan

sebagai Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a)

diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai

pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan

Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol) tahun,

dalam hal yang bersangkutan belum pernah

sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Khusus;

diberikan jabatan dan peringkat sama dengan
jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan
dimutasi sebagai Pelaksana Umum atau Pelaksana

Awak Kapal Patroli dengan memperhatikan

ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan

Formasi Jabatan dan Masa Kerja sebagai Pelaksana

Khusus sebelum dimutasi tetap digunakan untuk

perhitungan akumulasi Masa Kerja yang

bersangkutan setelah dimutasi kembali sebagai

Pelaksana Khusus, dalam hal:

1) yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai
Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang
sama; dan

2) yang bersangkutan menduduki  jabatan
Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal
Patroli paling lama 6 (enam) bulan;

diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai

pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan

Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol) tahun,

dalam hal:
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1) yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai
Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang
sama; dan

2) yang bersangkutan menduduki  jabatan
Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal
Patroli lebih dari 6 (enam) bulan;

diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai

pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan

Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol) tahun,

dalam hal yang bersangkutan dimutasi kembali

sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan

yang berbeda.

Pelaksana Khusus yang dipekerjakan atau diperbantukan,

dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan

ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus dengan nama

jabatan yang sama.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a)

diberikan jabatan dan peringkat sama dengan
jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus
sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau
diperbantukan dengan memperhatikan ketentuan
mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi
Jabatan, dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
sebelum dipekerjakan atau diperbantukan tetap
digunakan untuk perhitungan akumulasi Masa Kerja
yang bersangkutan, dalam hal yang bersangkutan
dipekerjakan atau diperbantukan paling lama 6
(enam) bulan;

diberikan jabatan dan peringkat sebagaiPelaksana
Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai
pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan
Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol) tahun,
dalam hal yang bersangkutan dipekerjakan atau

diperbantukan lebih dari 6 (enam) bulan.
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Pelaksana Khusus yang dipekerjakan atau diperbantukan,
dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan
ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus dengan nama

jabatan yang berbeda.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat sebagaiPelaksana Khusus yang didasarkan pada
ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi
Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol)
tahun.

Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang
dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali
ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana

Khusus.

Kepada vyang bersangkutan diberikanjabatan dan
peringkat sebagaiPelaksana Khusus yang didasarkan pada
ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi
Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol)
tahun.

Pelaksana Khusus vyang ditetapkan jabatan dan
peringkatnya berdasarkan hasil sidang penilaian.
Pemberianjabatan dan peringkat didasarkan pada

persyaratan sebagai berikut:

a) akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus;

b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang
bersangkutan; dan

C) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan telah menduduki peringkat

yang melebihi ketentuan maksimal peringkat sesuai

dengan pendidikan yang dimiliki, meskipun akumulasi

Masa Kerjasebagai Pelaksana Khusus telah memenuhi

kriteria untuk memperoleh kenaikan peringkat, kepada

yang bersangkutan ditetapkan Tetap pada jabatan dan

peringkatnya.

Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana

Awak Kapal Patroli yang mengambil cuti di luar
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tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak
keempat dan seterusnya, dan pada saat kembali
Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana

Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan
peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan
pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan
Formasi Jabatan, dan Masa Kerja yang dihitung mulai

dari O (nol) tahun.

C. Dasar dan Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas

Belajar

1.

Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas
Belajar

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar
didasarkan pada:

a. pangkat/golongan ruang;

b. pendidikan; dan

C. Formasi Jabatan.

Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan
dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud
pada huruf b, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No. Pendidikan Malksimal Peringkat Jabatan
1. | Strata 1 12
2. | Diploma II1 10
3. | Diploma 1/3MA 6
4. | SMP 3

Pelaksana Tugas Belajar dapat menggunakan pendidikan sebagai
dasar penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang
bersangkutan telah mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar
dan ijin belajar, dan telah melaporkan bukti penyelesaian

pendidikannya kepada bagian kepegawaian.

2. Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

meliputi:
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a. penetapan jabatan dan peringkat bagi PNS Kementerian

Keuangan yang sedang menjalankan Tugas Belajar terdiri dari:

1)

pejabat struktural yang menjalankan Tugas Belajar.
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a) diberikan peringkat 12 (dua belas), terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar
sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar;

b) selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang
bersangkutan tidak dilakukan evaluasi dan penilaian
Pelaksana.

pejabatfungsional yang menjalankan Tugas Belajar.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a) diberikan peringkat 12 (dua belas) terhitung mulai
tanggalyangbersangkutan menjalankan Tugas Belajar
sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar,
bagi pejabat fungsional yang sebelum Tugas Belajar
memiliki peringkat diatas 12 (dua belas);

b) diberikan peringkat maksimal pada pangkat/golongan
ruang, tetapi tidak boleh melebihi peringkat jabatan
terakhir pada jabatan fungsionalnya terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar
sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar,
bagi pejabat fungsional yang sebelum Tugas Belajar
memiliki peringkat paling tinggi 12(dua belas);

C) selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang
bersangkutan tidak dilakukan evaluasi dan penilaian
sebagaimana halnya Pelaksana Umum  yang
menjalankan Tugas Belajar.

Pelaksana Umum yang menjalankan Tugas Belajar.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a) diberikan peringkat yang sama dengan peringkat

sebelum yang bersangkutan menjalankan Tugas
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Belajar terhitung mulai tanggal yang bersangkutan
menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan
dalam surat Tugas Belajar; dan

selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang
bersangkutan dilakukan evaluasi dan penilaian

Pelaksana.

Pelaksana Khusus yang menjalankan Tugas Belajar.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a)

diberikan peringkat sebagai Pelaksana Umum dengan

ketentuan sebagai berikut:

(1) Pelaksana Khusus yang sebelum Tugas Belajar
belum pernah ditetapkan jabatan dan
peringkatnya sebagai Pelaksana Umum, diberikan
peringkat dengan memperhatikan:

(@) pangkat/golongan ruang;

(b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

(c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit
baru; dan

(d) ketentuan mengenai pendidikan,

terhitung mulai  tanggal yangbersangkutan

menjalankan Tugas Belajarsebagaimana

ditetapkan dalam surat Tugas Belajar.

(2) Pelaksana Khusus yang sebelumnya menduduki
jabatan Pelaksana Umum,diberikan peringkat
sebagai berikut:

(@) sama dengan peringkat Pelaksana Umum
sebelum yang bersangkutan dimutasi
menjadi Pelaksana Khusus, terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menjalankan
Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan
dalam surat Tugas Belajar, dalam hal:

i yang bersangkutan menduduki
jabatan Pelaksana Khusus paling

lama 2 (dua) tahun;
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ii. yang

bersangkutan menduduki

jabatan Pelaksana Khusus lebih dari

2 (dua) tahun, dengan ketentuan:

i)

iii)

memiliki NEP Baik 1 (satu)
periode terakhir yang belum
digunakan sebagai bahan
penilaian sebelum yang
bersangkutandimutasi menjadi
Pelaksana Khusus, tetapi tidak
tersedia formasi jabatan atau
pendidikan atau
pangkat/golonganruang
terakhir yang dimiliki tidak
memenuhi syarat untuk
memperoleh kenaikan
peringkat atau tidak tersedia
formasi jabatan;

memiliki NEP Baik 1 (satu)
periode terakhir yang dapat
digabungkan sebagai akibat
penetapan Tetap dalam jabatan
dan peringkat sebelum yang
bersangkutan dimutasi
menjadi Pelaksana Khusus,
tetapi pendidikan atau
pangkat/golongan ruang
terakhir yang dimiliki tidak
memenuhi syarat untuk
memperoleh kenaikan
peringkat atau tidak tersedia
formasi jabatan;

memiliki NEP Kurang 1 (satu)
periode terakhir yang dapat
digabungkan sebagai akibat
penetapan Tetap dalam jabatan

dan peringkat sebelum yang


http://www.peraturan.go.id

(b)

4. 2015, No.1950

bersangkutan dimutasi
menjadi Pelaksana Khusus;

iv) memiliki NEP Sedang
atau Kurang 1 (satu) periode
terakhir yang belum digunakan
sebagai bahan penilaian
sebelum yang bersangkutan
dimutasi menjadi Pelaksana
Khusus; atau

V) belum memiliki NEP sebelum
yang bersangkutan dimutasi

menjadi Pelaksana Khusus.

1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat

Pelaksana Umum sebelum yang

bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana

Khusus terhitung mulai tanggal yang

bersangkutan menjalankan Tugas Belajar

sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas

Belajar, dalam hal:

i yang bersangkutan menduduki
jabatan Pelaksana Khusus lebih dari
2 (dua) tahun;

ii. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode
terakhir yang belum digunakan
sebagai bahan penilaianatau yang
dapat digabungkan sebagai akibat
penetapan Tetap dalam jabatan dan
peringkat sebelum yang bersangkutan
dimutasi menjadi Pelaksana Khusus;
dan

iii. pendidikan dan pangkat/golongan
ruang terakhir yang dimiliki
memenuhi syarat untuk memperoleh
kenaikan peringkat serta tersedia

formasi jabatan.
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b) Selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang
bersangkutan dilakukan evaluasi dan penilaian
Pelaksana.

b. Penetapan jabatan dan peringkat bagi PNS Kementerian
Keuangan yang telah kembali dari Tugas Belajar dan aktif bekerja
di Kementerian Keuangan
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Bagi pejabat fungsional mengikuti ketentuan berikut:

a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana

Umum dengan didasarkan pada:

(1) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;

(2) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit
baru; dan

(3) ketentuan mengenai pendidikan,

terhitung mulai tanggal yang bersangkutan aktif

kembali bekerja sebagaimana tercantum dalam Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dalam hal

pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang

bersangkutan tidak langsung ditetapkan kembali

sebagai pejabat fungsional dan ditetapkan sebagai

Pelaksana Umum;

b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana
Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai
pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan
Masa Kerjanya dihitung mulai dari O (nol) tahun mulai
tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja
sebagaimana tercantum dalam SPMT, dalam hal pada
saat kembali ke Kementerian Keuangan yang
bersangkutan tidak langsung ditetapkan kembali
sebagai pejabat fungsional dan ditetapkan sebagai
Pelaksana Khusus.

2) Bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus, mengikuti
ketentuan sebagai berikut:

a) diberikan peringkat yang sama dengan peringkat
terakhir selama yang bersangkutan menjalankanTugas

Belajar mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali
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bekerja sebagaimana tercantum dalam SPMT, dalam
hal pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang
bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;

diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana
Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai
pendidikan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa
Kerjanya dihitung mulai dari O (nol) tahun mulai
tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja
sebagaimana tercantum dalam SPMT, dalam hal pada
saat kembali ke Kementerian Keuangan yang

bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN Il

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN PENGATURAN NEP BAGI PELAKSANA
YANG MENDAPATKAN PENUGASAN TERTENTU

Jenis penugasan tertentu

Penugasan tertentu bagi Pelaksana Umum meliputi:

e. Kompetensi Teknis;

f. pangkat/golongan ruang;

g. pendidikan; dan

h. Formasi Jabatan pada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pengaturan penggunaan NEP bagi Pelaksana Umum yang mendapatkan

penugasan tertentu.

Setelah Pelaksana Umum mendapatkan penugasan tertentu dan

ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum, pengaturan penggunaan

NEP yang bersangkutan sebelum mendapatkan penugasan tertentu,

berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan selama 1 (satu) bulan

sampai dengan 12 (dua belas) bulan:

a.

apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan
memiliki 2 (dua) NEP yang belum digunakan sebagai bahan
sidang penilaian, NEP yang bersangkutan digunakan dalam
sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai
Pelaksana Umum;

apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan
memiliki 1 (satu) NEP Baik atau Kurang yang belum digunakan

sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan digunakan
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dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali

sebagai Pelaksana Umum;

apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan
memiliki dengan kriteria Baik atau Kurang yang dapat
digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan
peringkatyang belum digunakan sebagai bahan penilaian, NEP
yang bersangkutandisimpan dan digabungkan dengan 1 (satu)
NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang
penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai

Pelaksana Umum.

2. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan selama 13 (tiga belas)

bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan:

a.

NEP 1 (satu) periode terakhir sebelum penugasan tertentu yang
memiliki kriteria Baik atau Kurang yang belum digunakan
sebagai bahan penilaian, disimpan dan digabungkan dengan 1
(satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang
penilaian selanjutnya,;

NEP sebelum penugasan tertentu yang memiliki Kkriteria Baik
atau Kurang yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan
Tetap dalam jabatan dan peringkat yang belum digunakan
sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan disimpan dan
digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk
digunakan dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan

kembali sebagai Pelaksana Umum.

3. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan lebih dari 24 (dua puluh

empat) bulan:

a.

apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan
diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum
mendapatkan penugasan tertentu, NEP 1 (satu) periode terakhir
sebelum penugasan tertentu yang memiliki kriteria Baik atau
Kurang yang belum digunakan sebagai bahan penilaian,
disimpan dan digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode
berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian

selanjutnya;
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b. apabila setelah penugasan tertentu yang Dbersangkutan
diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum
mendapatkan penugasan tertentu, NEP dengan Kkriteria Baik
atau Kurang yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan
Tetap dalam jabatan dan peringkatnya yang belum digunakan
sebagai bahan penilaian, disimpan dan digabungkan dengan 1
(satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang
penilaian selanjutnya,;

c. apabilasetelahpenugasantertentu yang bersangkutan diberikan
peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat sebelum
mendapatkan penugasan tertentu, NEP yang dimiliki sebelum
penugasan tertentu yang belum digunakan sebagai bahan
penilaian tidak dapat digunakan dalam sidang penilaian

berikutnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEJABAT PENILAI

Tugas Pejabat Penilai

Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi Pelaksana
yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
dan

b. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Pejabat Penilai

Pejabat Penilai terdiri dari:

1. Pejabat Penilai Kantor Pusat, beranggotakan:

a. pejabat eselon Il unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan
sidang;

b. pejabat eselon Il atasan Pelaksana yang bersangkutan;

c. seluruh Pejabat eselon 11l lainnya dalam lingkup eselon Il yang
bersangkutan; dan

d. pejabat eselon Il yang membidangi urusan kepegawaian pada
masing-masing unit eselon I.

Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat

beranggotakan:

a. Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;

b. pejabat eselon Il atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan

c. seluruh Pejabat eselon Il pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2. Pejabat Penilai Instansi Vertikal, terdiri dari:

a. pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan

Instansi Vertikal setingkat eselon 11, beranggotakan:
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Pejabat eselon Il unit yang bersangkutan sebagai pimpinan
sidang;

Pejabat eselon Ill atasan Pelaksana yang bersangkutan;
Paling sedikit 2 (dua) orang pejabat eselon Ill lainnya dalam
lingkup eselon Il yang bersangkutan; dan

Pejabat eselon Il yang membidangi urusan kepegawaian

pada masing-masing unit eselon II.

b. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan

Instansi Vertikal setingkat eselon 111, beranggotakan:

1)

Pejabat eselon Il unit yang bersangkutan, sebagai
pimpinan sidang;

Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
Paling sedikit 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam
lingkup eselon Ill yang bersangkutan; dan

Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian

pada masing-masing unit eselon IlI

c. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan

Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan/KP2KP), beranggotakan:

1)

2)
3)

pejabat eselon Il (Kepala Kantor Pelayanan Pajak/KPP yang
menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang;

pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan;
pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian

pada KPP yang menjadi atasannya.

d. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan

Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

Cukai/KPPBC Tipe Pratama), beranggotakan:

1)

pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan
sidang;

pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang
bersangkutan; dan

pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian

pada masing-masing unit eselon IV.
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3. Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

a. Pejabat Penilai untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana

Teknis setingkat eselon 11, beranggotakan:

1)

pejabat eselon Il unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan
sidang;

pejabat eselon Ill atasan Pelaksana yang bersangkutan;
pejabat eselon Il lainnya dalam lingkup eselon Il yang
bersangkutan; dan

pejabat eselon Il yang membidangi urusan kepegawaian

pada masing-masing unit eselon II.

b. Pejabat Penilai untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana

Teknis setingkat eselon 111, beranggotakan:

1)

pejabat eselon Il unit yang bersangkutan, sebagai
pimpinan sidang;

pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon Il yang
bersangkutan; dan

pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian

pada masing-masing unit eselon IlI.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG PENILAIAN

Tata Cara Pelaksanaan Sidang Penilaian:

1.

Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang
50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.

Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian,
sebagaimana format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat
rekomendasi untuk:

a. Kenaikan jabatan dan peringkat;

b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau

C. Tetap pada jabatan dan peringkatnya,

bagi Pelaksana yang telah dinilai, sebagaimana format dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri
Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PENYETARAAN KRITERIA NILAI EVALUASI PELAKSANA

Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri
ini mulai berlaku, tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam
sidang penilaian dengan terlebih dahulu dilakukan penyetaraan Kkriteria

nilainya dengan NEP, sebagai berikut:

NKF NEF
Baik Baik
Sedang Sedang
Kurang Kurang
NFKF NEF
Sangat Baik Baik
Baik Sedang
Cukup Kurang
Kurang Kurang
Burulk Kurang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. CONTOH HASIL NILAI EVALUASI PELAKSANA (NEP) BAGI PELAKSANA
UMUM

HASIL EVALUASI FELAKSANA UMUM TAHUN 20XX
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KETERANGA:
(1) Nomeor urat
{2) Nama dan NIP Pelaksana Umum

(3} Pangkat golongan/ruang Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat
golongan (raang teralchir

(4} Pendidikan terakhir Pelaksana Umum yang terdaftar dalam sistem informasi
kepegawaian Kementerian Keuangan

(3) Nomenklatur jabatan teralchir yvang diduduld Pelaksana Umum
(6) Peringkat jabatan teralkhir yang diduduli Pelaksana Umum

{7} Hasil NPEP yang dipercleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlalu di
lingloungan Kementerian Keuangan

(8) Hasil pembobotan NPEF, yaitu NFEF x 73%

(%) Hasil NEO unit crganisasi yang mempunyai peta strategi yang dipercleh dari sistem
pengelolaan lanerja yang berlaloa di inglungan Kementerian Keuangan

(10} Hasil pembobotan NKO, yaitu NEKO x 25%

(11} Hasil penjumlahan dari NPEFP dan NEO yang telah dibobot masing-masing 73% dan
25%

(12) Kriteria NEP
(13} Nama atasan langsung dari Pelaksana Umum

(14) Nama atasan atasan langsung darn Pelaksana Umum

CONTOH HASIL PENGHITUNGAN MASA KERJA PELAKSANA KHUSUS

HASIL EVALUAS] FELAKSANA KHUSUS TAHUN 20K

Li g
: FERGANGRATAN
B ; FEETAMA KETERANGAN

so | M GOLOTNGANT FENTIDEAN AABATAN FERINGHAT EERAGA] ARTMULASE MASA

7| TANG DIMILAL | ReULATG! TMT CHOL. LARLL PELAESANA EERJA 5.0 2}

: oty DESEMBER S0EX
] =] ] ] [£] ] L ] R
Baghan skt B
Fubbapinni Fekel B
O Vol e i Piploma 11 Tyai—— 10 | Jmmmars 2011 5 tabmn Lobils dar + tabiam
2 Ris, 1883 E‘g:;::p"ﬁ'l;”“ Diplams 11 Sekreiania Bastea 11 1w | Tnmmar: 3011 % Eabmn Lehils darz 4 twhnm
dist.

Mongatabs, Atsdan Langning
Alasan Alasn Lahgsung

5 (151} . 110
NP NP
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KETERANGAN:

(1} nomor urut

(2] Nama dan NIP Pelakzsana Khusus

(3] Pangkat golongan/ruang Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK panglkat
golongan { raang terakhir

(4] Pendidikan terakhir Pelalsana Khusus yang terdaftar dalam sistem informasi
kepegawaian Kementerian Keuangan

(5) Nomenklatur jabatan teralkhir yang diduduld Pelaksana Khusus
(6) Peringkat jabatan teralchir yang didudulki Pelaksana Khusus
(7) TMT pengangkatan pertama sebagai Pelaksana Khusus

(8) Akurmmilasi masa kerja Pelaksana Khusus per tanggal 1 Januan tahun yang
bersanglutan

(9] Keterangan yang diperlukan
(10) Nama atasan langsung dari Pelaksana Khusus

(11} Nama atasan atasan langsung darn Pelaksana Khusus
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C. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUMNG DJUANDA | LANTAI 15-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPCN (D21} 3845993, 3849623 FAXZIMILE (D21) 3545395, SITUS www. depkeu.gold

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILATAN
PELAKSANA UMUM DAN PELAKSANA KHUSUS

Pada hari imi, Rabu tanggal ...Jamaar 2018, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro
Organizsasi dan Ketatalaltsanaan Gedung Djuanda I lantai 17, telah dilaksanalkan sidang
penilaian dalam ranglka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di Biro Organisasi
dan Ketatalaksanaan dengan uraian sebagai berilout:

1. Rapatdipimpinoleh : ... (Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan),
csnsnenanns, Kepala Bagian....
cemrrnene s, Kepala Bagian.....

e s, epala Bagian.....
cinnennnas, Repala Bagian..... Biro Sumber Daya

Manusia

3. Hasil pemnilaian atas Pelaksana di Biro Organisasi dan Ketatalalksanaan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara im.

4, Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pejabat Penilad akan
memberiltan surat rekomendasi kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
yvang akan dipunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Pimpinan Eselon I tentang
Penetapan bagi Pelaksana dalam Jabatan dan Peringlrat di Biro Organisasi dan
Ketatalalesanaan yang penetapannya dilaltukan oleh Pimpinan Hszelon II atan nama

2. Peserta Rapat
Pejabat Penilai

SR ol

Pimpinan E=elon L.
Demikian Berita Acara ini dibuat untulk digunakan sebagaimana mestinya.
PR e e
1| 1,
&, mL %
By
PHE ooy
B B,
MIE...couisusvmnmminmens
B s &
MRk s
Fr 7
1| 1,
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LAMPIRAN:

-62-

HASIL PENILATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

LAMFIRAN BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN

TANGGAL JANUARI 2018
A, PELAKSANA UMUM
PANGKAT/ LAMA HASIL EVALUAST
GOLONGAN RUANG/ NEP
NO. | NAMA/NIP FENDIDIKAN 'TMT PERINGKAT | NEP PERIODE I
‘TMT GOL.
JABATAN PERINGEAT TERAKHIR =) o2 rm‘;mu
11} [E]] IE]] L] 15) (6) 17} [E] [E]] (10}
Bagian/Subdit 4
Subbagian/ Selsi Al
1. Adi Bowo/ Pengatur Tk I (I/d) / Diploma I Femroses ... =] 1 Janmari 2017 Sedang - Tidak
1981... 1 April 2014 Junior (82,5/80) Direkomendasikan
2. | Anita R/ Pengatur (/<) / Diplomal | Penyaji....... 7 1 Januari 2017 Baik = Tidak
1084 1 April 2014 Junior 190/ 90) Direkomendasikan
3. Endi/ 1976..... | Penata TEI (IO/d) / 51 Amalis.. ... 11 1 Janmari 2017 Hurang - Tidak
1 April 2014 Junior (T8/74) Direkomendasikan
Bapian /Subdit B
Subbagian/ Seksi B1
7. Roy/1987._.. Pengatur (I/c) / Diploma I Penyaji ........ 7 1 Jannari 2016 (8884 |20/ 90) Direkomendasikon natk
1 Oktober 2015 Jumior
Baik
8. | Candra/1985.. | Pengatur Tk I(WI/d) / | Diploma I | Penyaji........ s 1 Janmari 2017 (91,88) X Tidak
1 Oktober 2013 Senior Direkomendasikan
Baik et
o. Dicky/ Penata Muda {III/a) / Diploma IIT Pemroses 10 1 Janmari 2016 (94/92) Baik?) "\, Direkomendasikan
1970 1 Olstober 2014 Senior (92,5/00) _ tetap™)
PANGKAT/ LAMA HASIL EVALUASI
GOLONGAN RUANG, | pENDIDIKAN : NEP DAL PR AL
NO. NAMA /NTP ‘TMT PERINGHAT | NEP PERIODE I
TMT GOL. JABATAN FPERINGEAT PERIODE IT
TERAKHIR %) ) iy
11} i2] 131 4 151 5] 171 (8] (10}
Hurang Kurang
10. | Cantikaj Penata Muda Tk I Strata 1 Pemroses .... 8 1 Januari 2016 178/ 74) (69,62) Direkomendasikart
1079, (II/B) /1 Oktober Junior tursm
2014
1i. | Dinda/1987.... | Pengatur Muda Tk 1 Diploma IIT Penyaji .. T 1 Januari 2016 [81,78) (80/87) \Direkomendasiiom
{II/b) / 1 Oltober Junior ' A tetap
2015 ST
Keterangan
=) Nilai dapat di carry over pada penilaian tahun berilmtnya
= Peringkat maksimal pada golongan mang dan pendidikan
**)  Pada kolom ini diisi dengan Ekriteria NEP (Baik/ Sedang/Kurang) yang dilengkapi dengan skor NEP dan NFEFP
Contch : Kurang (78/74), artinya:
Eriteria NEP : Eurang
Skor NEF : 78
Shkor NFEP : 74
== TMT penetapan peringhkat jabatan teralkhir (ditetapkan Naik atau Turun)
B PELAHSANA HHUSTS
AKUMULASL
FANGEAT TN LAMA
Hakik AOLAHEAR BEASA KERJA EETERARGAN BAFIL FERILATAS
L i ¢ FEEDIDIHAN 4 4 DESEMEER
VARG DENILAI RUANG TMT GOL JARATAN AER
- == e =
i1 i ] i ] ] i ] ]
- -
Baghan, Fabdt §
Suebngian Salesi Bl
Ak Fiasts Muds! Ha/ " P dilada Maia brdjs BLd irek e ik an Irlag
i Lo 1 OlEobesr 31T Fraplmm 111 18 B inhun darl ® fehas
Feppin Mode Tk I/ Fekirtun Ewion I Mpu keon lwbal
| L TRELF P Eitotesr 3087 Traploma 11 1] f inhun dari @ fhan Birrkomemdesikan teiap
Hama keju Bad
1 | oy 1oza . | FeRERTAC MR AL [ 1 s e T 7 tubma krmrang fat 10 Direknmendorskan Letap
DEet+i 201F tahun
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PERINGKAT BAGI PELAKSANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JEMDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSAMNAAN

GEDUMNG DJUANDA | LANTAI 16-17, JALAN DRUWAHIDIN RAYA NOMOR 1, JUASTA 10710, KOTAK POE 2
TELEPOM {021} 3845595, 3049223 FANIIMILE (021) 3248555, SITUE waw dspkay oo id

2015, No.1950

PENETAPAN JABATAN DAN

Nomor : 3R- fa12f2018 Jamueari 2018
Sifat : Eahacia
Hal : EFekomendsci Penstapan Jabatan
dan Peringlcat bagi Pelakzana di Lingkungan Biro Organizaci damn
Eetatalaksanan
¥Yth. Eespala Biro Crganicasi dan Ketatalalesnsam ... b |
Jakarta

Berdacarkan hacil penilaian yang telah dilalolkean olsh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara
terlampir, malka Pejabat Penilai memberican rekomendacsi kenailcan atau penurunan atau Tetap jabatan dan
peringltat bagi Pelakcana di Biro Orgamicaci dan Eetatalakcansan cebagai dacar penstapan EKeputucan
Seloetaric femnderal tentamg Penstapan Pelalana dalam Jabatan dam Peringlat di Biro Organisaci dan
Ketatalaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Siro Crganizaci dan Ketatalalmanasm atas nama Seloetariz
Jendaral

Adapun mama-nams Pelakcans di Biro Organizazi dan Hetatalakcanasn yang diberikan reloomendssi
adalah sebagai beridoat:

1. PELAKSANA TUMUM

Nama/NIP Pangkat/ JFobatan) gl | i
e = Hasil Penilaian . Peringkat
Ko Pegawai Golongan/ Pendidilenn | Pedngkat = du:iu ¥ang pertimba
Yang Dinilai THMT Gol Semmula Brade T |[CPrsade I Dinsuallkan ngan|
Bagian /Subdit B
Subbagian/Sek=1 B1
Baik Baik i ji
1. Roy/1987.. Pengatur Diploma IIT | Penyaji |BB [ 54) 20, 20) S Pesya
@ie) /1 | IsBfEH) | e0f30) | | -
Oktober 2015 RS
Eaik Baik Teta B ji Penngkat
2. Abdul/ 1988, FPengatur Diploma I | Penyaji (90, 90) {B6,83) i Hskiad e:‘::.-::ha
Muda Tk I S oS ot e | O 37 '/
iy : Junior/T | maksimal
LBy Junior T da
1 Oktober D].I:.’-n“nﬁ
2015 =t
Sedang Baik ji
3. | Dinda/1987. | Pemgatur | Diploma IO iR Tebly | Rempa
[B1/T8) (B9,/BT)
Muda Tk I Junior!7T
(L) )
1 Olktober
2015
B ] Baik Eaik Tetap Pemroses Perngkat
il e P‘T];;‘;::‘[l‘:“‘ Diplama [l | Pemmoses | o4r02) | @2.5/90) ... Semior/ | sudah
1 Olktaber Seniorf e Mkj;ral
2014 i0 p:rl:lidik
an
i Strata 1 Penwaji Eurang Eurang Tuarun Penyaj
5. f;;;h" i?xﬂtunnnf:da' _____f” (TB/T4) wayezy | | L :f-r. -
o SB[ . :
AL ST Seniorf B Junior/T
2014
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2. PELAKSANA KHUSUS
Nama/NIP | Pangkat/ Jabatan/ Atumulasi | g g::'iz:;;t Ket
No. Pegawai Golongan/ | Pendidikan | Peringkat Masa Kerja dasi Yang (Alasan
Yang Dinilai TMT Gol Semula 8.d. Desember Diusulkan | Fertimbangan)
20xx
Bagian/Subdit B
Subbagian/Seksi B1
1. Andika / Penata Diploma III Bendahara 8 tahun Tetap Bendahara | Peringkat
1982... Muda/ Pada / 10 /10 sudah
Maf | [50 maksimal
1 Oktober
2017
2, Ria/1982... Penata Diploma III [Sekretaris 8 tahun Tetap Sekretaris Peringhkat
Muda Tk If Eselon II Eselon II / | sudah
b/ 1 Fada..../ 10 10 maksimal
Oktober
2017
3. Dani/ Pengatur SMA Pengemudi 7 tahun Tetap Pengemudi | Peringkat
1975... Muda/ Ila/ Jemputan Jemputan/ | sudah
;o(ikstoher Pada..../7 7 maksimal

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian

Pejabat Penilai,

NOUA DN

Keterangan :
%) diisi sesuai unit eselon Il masing-masing

Kepala Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan

Kepala Bagian...
Kepala Bagian...
Kepala Bagian...
Kepala Bagian...
Kepala Bagian...

Kabag.........., Biro Sumber Daya

Manusia

ey kamiucapkan terima kasih.

Pimpinan
Sidang
Angpota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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E. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON | TENTANG PENETAPAN PERTAMA
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

I\DMOR dipsassae i
TENTANG
FENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
DI LINGEUNGAN ....ccoceviinnninnnnnn @
. (1

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinasn pegawal sebagal pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... 4, perlu

menetapkan Keputusan .. .. tentang P‘metapm Pertﬁ.ma Jabatan

dan Peringlkat bagi Pelﬂksana Lmu:m di Lingkungan .. S
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ........ccceeueie. = tecnta_ng Orga:].isasi Dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2, Peraturan Menteri Keuangan Nomeor ...... ceeend¥ tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peﬂngkat Bag: Pelalcsana i

Lingkungan Kementerian Keuangan:

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......cooieee I8 tentang Jabatan
Dan Peringlkat Bagi Pelaksana Dh Lingkungan Kementerian
Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai penganglatan CFNS; atau
2. Keputusan mengenail pindahan dari Kementerian lain; atau

3. Keputusan pengalctifan kembali dipekerjakan atau diperbantulan,
bailk pejabat fungsional, atau Pelaksana; atau

4, Dan seterasnya (sebagadmana kriteria Pelaksana yang ditetapkan
31b1ta.n dan peringlkatnya untulk pertama kali dalam Lampiran I

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ... wennns (8 TENTANG PENETAPAN PERTAMA
JABATAN DAN PERII\GKA.T BAGI PELAKSANA UMUM DI
LINGEUNGAN ..ovvveiiinianns f21

FERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di nglungan ... (8 yang
namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat yang
tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahlkan dan
Keputusan [} i1,

KEDUA : Keputusan 11 ini mulad berlala pada tanggal ditetaplean dan
berlaku surut sejak tanggal....oiiineiininn &,

Salinan Keputusan ... 11 1n1 disampailkan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Kepala Biro Organisasi dan Eetatalalesanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan .......... M im  disampaikan kepada yang
bersanglutan untul dileetahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....... #
pada tanggal ........ 18
a0l f1o]
.. 111}
o L —— |
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LAMPIRAN

FORMAT LAMPIRAN KEPUTTISAN FENETAPAN FERTAMA JABATAN DAN PERINGHAT BAGI FELAKSANA TIMTM

LaMFIRAR HEFUTUSAN.

BOMOR .

TENTARG

PERETAPAN PERTAMA JABATAN DAR FERINGHAT
BAG] FELARSAMA UMUM DI LINGEWNGAR. ...

4| Bl ad Fenprve Te LiB w8 o ABRS ... [
e e pida Subtagan

3. | Andis 1w Pemgaian (LL# | @ Ohnahe,.. [sipesma [0 Peagainh Duns., i

B | T Frmgarmr (B ai a Gimatr Eigivma § Pragdminiati o o 4
e

| Banmy 1880, Pengminr ([a) | | bl LLES Pengedmininirans o a
PP re——

Eat

SUREpEN
*f wesnal women idator hesil vebkrotmen

1 | Fads Wibawn 198 Pemgutus Th. T @I &1/ 1 April Diplcas WI Peuyad . Sanku "

i Fanm/ohdu. Femgurns T Dl ) r 1 Aprd Dnplocs W Prupsd .. dubis T
pada Soblag e

1 | seiaema. Pmath TR T (B0 £ ARk F— bt o Sy w

€. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIRERHENTIEAN DARI JABATANNYA

L | Teay 1872 Faaats T I (1A} s Parumms ... Sanke o baumars menjibet Fidpaliwan
Ll puda Sobtmpian. . Mads dengin pariaghn 18
[T dari jabatam
kxrvns oo pednrkes doij
1. | Finap 1085 Pempuing |B)q) Cuplama 1N Fenatn Umbs Semiar B sshelumaTn menpbat Frma
| Drebas . it Fubsapiin...., Illmhhu.l:lllul paringhan
iekbaakan dap plates fuegiknal
Kagwia hukumes dog bl

o PELAKSANA UMM, PELAKSANA HHUSUS, DAN PELAKSANA AWAK EAPAL PATROLL TAKRG DIFEKERJAEAN/ DIFERBANTUKAN DAN
KEMBALI KE KEMENTERIAN KEUANGAN

Huﬂll

Penata TR L& ¢ G b B A
LRel L Esmsntarion X sloma 00 tabun

Laminn

dipshermben (dparkesiekon yang

e reamghtan beinm paansk

dsragEan jakavan San

P i gRATKT L

2. | Huds/1BEE__ Peasts Mada TR | Stiats 1 Prmecaes ... Juskac o d Seledumiays Speilsktaben &

1L H T i pads Sabkaghn. .. Rraissteoae X el §jakoe
Rpril ... i

diprEerakan | dptibiatukn yang
dibrbaglian jabatan San
e stagkatuy
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EETERANGAT:
(1) Pimpinan unit eselon [ yang bersanglutan
(2} Nomeor keputusan pimpinan unit eselon [
Contch: EKEPUTUSAN SEEKRETARIS JENDERAL
NOMOR oo/ 3T /20...
13} Unit ezelen I yang berzanglutan

(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringkat Bagi Pelaksana D Lingkungan Kementerian Keuangan

13) Nomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organizasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan {Instansi Vertikal dan UPT™

(6) Nomeor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
[ Linglungan Kementerian Keuangan ™

(7} SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali

i8) TMT pelaksana vyang bersanglutan altif bekerja di linglungan Kementerian
Keuangan (SPMT)

9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat
Pelaksana

{10} Pimpinan unit eselon I
(11} Pimpinan unit eselon II
{12} Nama pimpinan unit eselon I

{13} NIP Pimpinan unit eselon II

i:I Pada saat akan mermmasun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelakzana, perlu memperbaharui
Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.
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2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

TENTANG

FENETAPAN PEETAMA JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PELAEKSANA EHUSUS

Memmbang

Mengingat

Memperhatilean :

Menetapkan

PEETAMA

EEDUA

DELINGEUNGAN ... ...A

bahwa dalam rangka pembinaan pegawsl sebagal pelaksanaan

Peraturan Mentern Keuangan Nomor ... ........... 4, perla

menetapkan Keputuszan ..........._... tentang Penetapan Pertama Jabatan

dan Peringlcat Bagl Pelakzsana Khusus di Lingloungan ... ... 2

1. Peraturan Mentenn Keuangan .................. I8 tentang Orgamsasi Dan
Tata Kerja Kementernian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor _.........._...... ¥ tentang

Melanizme Penetapan Jakbatan Dan Peringleat Eafl_;t Pelalktzana Ih
Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Mentenn Keuangan Nomor ... ....... & tentang Jabatan
dan Perningkat Bagm Pelaksana D1 Lingkungan HEementerian
Keuanszan;

1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau

2. Keputusan mengenal pindahan dari Kementerian lain; atau

3. Keputusan pengakitfan lkembali darni dipekerjaltan atau
diperbantukan, baik pejabat struktural, fungsional, atau pelaksana;
atau

4. Dan seterusnya (sebagaimana knteria pelaksana yang ditetaplkan
jabatan dan peringkatnys untuk pertama kali dalam Lampiran [j

MEMUTUSKAN:

KEPETUBAN o s i1} TENTANG PENETAPAN PERTAMA
JABATAN DAN PERINGI{PLT BAGI PELAESANA EHUSUS DI
IINGEUNGAN .. ... b

Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan .................. M yang
namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan perningkat yang
tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran yang merupakan bagan yang tdak terpisabhkan dan
Keputusan ............... 1 1.

Eeputusan .._._........... 1l ini mulai berlalou pada tanggal ditetapkan dan
berlalu surut sejak tangeal ... =
Salinan Keputusan ........... M ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

2. Eepala Biro Organisasi dan Eetatalalksanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Petltan Keputusanm .........._._. 1 1m1 dicampalkan kepada yang
bersangkutan untuk diketahul dan dipunakan sebagaimana mestnya.

Ditetaplcan di.....coeeeuen
pada tangeal ...oeveiees ]
= 5. o T
. a3
R
NIP e vaeeaan 280
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LAMPIRAN:

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAFPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

TENTANG
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
PERINGEAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

Fomidn Muds (J11ru/
1 diebabar_
Fengain: el
I dikicber ...

B. FN3 FINDAHAN

: [H : B"I.“H Penats Muids Tk | !n!h 1 Sekistaiia lllh n [ TT™ [] Findahan I_‘lh.rh.l X

Z Imaousl/ T3 ﬁlr.l‘ll".l'kl i dpr nl..u.n-.:m Benda haas O Tahna 7 Faindabhan dan Kemsuteran T
b | Pads Subbaginn

Y Velamde 1000, Pragara Tel @ d phLA Peagrmadl Jegathn o Takus L] Famdakein dail Kmentsnan 2
1 Clitutes ... Pas Subbiagian

€. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA

1. | Icka, 1085 _ Fanata Mudn jIH 0l Tiplemn [ | E+ndahars © Takun 7 m.m m......,....
B &pril. Fada . Palakiass Lafjamis dinpen pinsgest 10

0. PELAHSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAMSANA AWAK KAPAL PATROLI, YANG DIFERERJAKANS
DIPERBANTUKAN DAN EEMBALI KE EEMENTERIAN KEUANGAN
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KETERANGAN:
(1} Pimpinan unit eselon | yang bersanglkutan

2} Nomeor keputusan pimpinan unit eselon [
Contoh: EKEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR oo/ 37 /20...

i3) Unit eselon II yang bersanglutan

(4} Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan

i3} MNomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan {Instansi Vertikal dan UPT?

(6) Nomeor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bapgi Pelaksana
Di Lingkungan Kementerian Keuangan™

(7} SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali

(8) TMT pelaksana yang bersanglutan alotif bekerja di linglungan Kementerian
Keuangan (SPMT)

9} Tempat dan Tanpgal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat
Pelaksana Khusus

(10} Pimpinan unit eselon I

(11} Pimpinan unit eselon II

(12} Nama pimpinan unit eselon I
(13) NIP Pimpinan unit eselon II

i:I Pada saat aksn menjusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelakcana, perlu memperbahanai
Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6
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F. EPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON | TENTANG PENETAPAN KEMBALI
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA UMUM BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

I'ﬁcDI-.'IDR ST |

TENTANG

PENETAFAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PELAKSANA UMUM
BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

DI LINGEUNGAN .. R e |
v [

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... %, perla
menetapkan Keputusan ... (3 tentang Pmetapa.ﬂ Jabatan dan
Peringlat Bagi Pelaksana Umum Berdasarkan Hasil Penilaian di
Lingloungan .. cennnnnl®h

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ......ccceeineene. 15 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...l tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat E!agi Pelaksana di
Linglkungan Kementerian Keuangan:

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... | 5 tentang Jabatan
dan Peringkat DBagi Pelaksana di Lingkungan KEementerian
Keuangan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal ..
2. Surat Rekomendasi Nomor...tanggal... 7;

MEMUTUSKAN:

Menetaplkkan : KEPUTUSAN ........ vonnne (1l TENTANG PENETAPAN JABATAN
DAN PERINGEAT BH.GI PELAKSANA UMUM DI LINGEKUNGAN

. b=
PERTAMA :  Menetapkan Pelaksana Umum di hngkungan ... 2 wang
namanya sebagaimana tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan
peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., menjadi jabatan
dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana

dimalksud dalam Lampiran yang me:rupaka_ﬂ bagian wyang tidak
terpisahlcan darn Keputusan .. evsns 1] 1104,

KEDUA : Keputusan ... 1 104 mula_t berlalcu pada tanggal ditetaplkan dan
berlaku surut sejak tanggal.....coveineinnan, i3,

Salinan Keputusan ..., 11 ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

2. Kepala Biro Organisasi dan EKetatalaksanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ... W ipd  disampaikan kepada wyang
bersanglutan untul diketahui dan digunalcan sebagaimana mestinya.

Ditetaplan di....... 1=
pada tanggal ........ 8

- TR, ; PRI L
- [11)

v 113

I
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LAMPIRAN

-72-

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGT FELAKEANA UMUM BERDASARKAN HASTL PENILATAN
LAMPIRAN KEFIFTUSAN.....,

A, FELAHSARA UNMUM VANG MEEHOMENDASIRAN KAIL/ TURUR TETAP

TENTANG:

FEFETARAN JABATAN DAY FERINGRAT BAGI FELAKEARA UMM
EERDASARIAN RASIL PEFILAIAN

DI UIRGEURGAN. ...

: FENDEIAN
[l ] o]
Eagiis, Suban B
ealiebigr mim, Tl B
[ l.nr.'m?.. [ I I Prplors 1 T 1 Janussi 00
L k.
i D | 107 Fampuies Mass The | 018 | Driglasms I T 1 Junias 16
1 Ciepshar SO LE o
E.] EE_.’EH.. ] Doploos 1 1 Januss SOI8
I.Dl:h:buﬁl:li- ! L
W | Camickmy 199w _ | Feoans Mals Tl 0 Strata 1 [] RO EI LR
L Crigeshay L4 =

Fte rangam

i THT peostame pricg kat abaias terdhiz idisstapian Malks stan Teruni

E. PELAKSANA UMUM YANG BELUM MREKOMENDASIHAN BAIK/ TURUN/TETAF (BARU MENGUMPULKAN 1 NEF)

ma | mm | oL JABATAN renmaar | TS | dumaraw | pemiemar | maHUR a0nn
T S| B I i i T i W T
E w it A
L | Bewa | Fanpurur Ti | Diglams [ | Pamisass ... Jimiad <] 1 Juwma 0007 Pamsue L] Sadung
(115 Wiy 1 il 3314 iy
2. | Auits RS 1RBaL, | Pemgacar dlfe Criplomie 1 Pamyuil..... . Jumin ¥ 1 damiwa o 00T Fanyidi.... .. 7 Baiz
1 Aprl a4 Jmm i
¥, | Modi) 1874 Fomaca T B, diy L1 doalis. ... Juninr it 1 Fwomnn 2517 Anahin i Huisng
1 Agril 3804 Jumdor
4 r Balk
Cand ) | 988, Fampurnr T | Drigbama (11 Pamyufi . Senksr -3 i Juwvma A 007 Pamyif .. . B
|y |1 Cleeshas LT
2i1d
. PELAHSANA UMUM TANG BELUM MEMPINYAI NEF
(o & B . ] =T o T} TET
| Camlap Pl &
[ Eabhepen Slen Al
L | Tastiay 1091 Pensin Muds [ )] Strata 1 Amalm [} 1 Dictobaz 2007 Mumsily Dersiarug
| Olteties JTAT i i CPES
& | mven 199 Peugntns (6 al Diploms B | Penpsal Data & 1 Dkteber 2017 Manih barwraray
1 Dlciobes J0UT i by CPRS

D. PELAKSANA YANG MENDAPAT KENAIKAN PANGEAT/GOLONGAN RUANG KARENA LULUS UPKP/TUGAS BELAJAR

- Aga adalah secrang pelaksana dengan golongan Ilc peringkat 7 dengan pendidikan Diploma III, TMT grading terakhir Januari 2015.
- Pada tahun pada tahun 2015 yang bersangkutan melanjutkan pendidikan dengan inisiatif sendiri ke jenjang Strata 1.
- Hasil penilaian Aga pada tahun 2015 dan 2016 adalah Baik - Baik, sehingga pada bulan Janunari 2017 yang bersangkutan
naik peringkat jabatan menjadi 8.
- Ditahun yang sama, Aga telah menyelesaikan pendidikan Strata lnya, mengikuti UPKP dan dinyatakan lulus.
- Pada bulan Oktober 2017, Aga memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda/ III a
- Hasil penilaian (NEP) Aga pada tahun 2017 adalah Baik
- Berdasarkan data di atas, pada Januari 2018, Aga dapat direkomendasikan mendapat kenaikan peringkat jabatan 1 |satu) tingkat
lebih tinggi, yaitu peringkat 9 karena yang bersangkutan mendapat kenaikan pangkat/golongan ruang pada periode evaluasi

yang pertama dan memiliki Nilai Evaluasi Pelaksana (NEP) Baik
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LAMA BARU
PANGKAT/GOL/ :
NO. | NAMA /NIP TMT GOL FENDIDIEAN | TABATAN DAN TMT JABATAN DAN KET
IM KEDUDUKAN | PERINGHAT | PERINGEAT | ‘ool | PERINGEAT
1] 2 3 {5l 3 16} 7 18) 19) 110)
1. | Apa /1981.. Penata Muda Strata 1 Penyaji... Senior g 1 Jammari Pemroses.... 9 & Yang bersangiutan
(II/a)f 1 Pada 2017 Junior pada naik
Oktober 2017 Subbagian. .. Subbagian pangkat/ golongan
mang karena lulus
UPEF pada bulan
Oktober 2015
b. Memilild NEF Baik
pada tahun 2017
E. PELAKSANA YANG SEDANG MENJALANEAN TUGAS BELAJAR DAN DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP
NAMA PANGKAT/ | e oD i
No. el GOL/TMT 'PENDIDIKAN TMT 'HASIL EVALUASI EET
GOL JABATAN PERINGES
7Y ) )] Al 5] o fve)
; . A BB Menjalankan
1. | Anita Pengatur Tk I Diploma TIT Pelaksana a8 1 Janmar Pelaksana a =
/1084, {II/d)/ 1 April Tugas Balajar 2014 Tugas Tugas Belajar D IV
2013 TEV Belajar Tk
p
2. | Raisa/ Fengatur Diploma I Pelaksana 5 1 Januari Pelaksana 6 EB Hle: Be e
1080.. Muda (II/a)/ Tugas Balajar 2014 Tugas Tugas Belajar
1 April 2012 Tk VI Belajar Tk
VI
F. PELAKSANA UMUM YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN BARTU MENGUMPULEAN 1 NEP
e PANGEAT/ LAkt i HASIL
HL! £ k] L] M T ’I T [i] il ] 1]
L |vosi Pompiur Til| DighomaTn | Pelalnann 5 Ldweusi | Peisimans 8 Baix et >
J 1B il 1 Al Tugas Belagas 0 Tughs .
ek ] Belgm Tk
=4

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PELAKSANA TMUM
UNTUK PENILAIAN TAHUN 2016

DI LINGEUNGAN
A. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NATK/TURUN/TETAP
LN EASL EVALTAS ]
PANGHAT G0 | PESTHINKAN THT
SN S L THT Gl IABATAN | PERDWGHAT | FERIBGHAT JAEATAN FERIBGHAT | 3044 05
TERAKHIR
o L] [E] ] [T} L] [l ] L
Tagan/Subiet &
| Febtepen il A3
5 | vl 1w Frugains T | 03'd] | Dipssms 0 # 1 Fannat 3004 | Peoumes @ Sampat Bk
I8 Ak 01 H:?i Jussce Bk
1 | bl L08R Pregeims Mjch/ | Dplemall | Peoyee 7 T Januan Z008 | Feayai e T L
3 Agwi 2035 o g
2 | Subina 197 Fengstur T i) | Diploms T | Peayan ] 1 Fagnasd S | Peuya)l _Sensw ] Culmp P
i i "'\-..._ ..-'"
1 Agwil H0i4
4 | Dz, 1o Fengains Mufs Tk 1 SNl [m— T T Fairan 3099 | Faosts Dwbs 5 [ Hezang
{1 ) - Semar
1 Agnd OLS
[ Sabalil B
) '.n'\-o-m THALG Foma T Mida ST R [T ] ] L Bagnari 20048 | Fewagl o g & [ R [T
[1n BT e e s g
204

Heternngam
I Nids dapst & sarvy ovwr pads peaidaian taben rikwtoys
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B. PELAHEANA UMM YANO EELUM DIRERDMENTIASIHAY MATH/ TURUN, TETAP [BARU MEROUMPULEAN 1 NEP]

ot £

PRErtad
(L 1 Dieabaae Jaidsi
Pemreiss
Jarase

P T I
YAy 1 Damabar
o L

3| el 1981 Frgara Mheds Diplomu! | Feoais Usihs Jomioe § [T [ —y ]
THI iy 1 Pania
ltahes 2014

. PELAKSANA UMUM YANG BELUM MEMPUNYAI NEP

L (Mimi/ 1951 |Penats Meds (WDs) | Stetal | dealis B 1 Apail 2015 . . s, herwtaus
1 dgril 2015 [ ]
Pads Subbigias
L |lmdi) 16, | Peapew @1ioi Diplomie [ | Pragolel Duta ] 1 Qlricher 2004 = 3 Hlﬂ';flﬂ
1 Dirtoles 204 Pada Subdagin.

D. FELAKSANA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAFR. DAN DIREROMENDASIRAN NAIK. TURUN{ TETAF

i
E

L | Yemi Pangatar Th1 Pelsksass —— P
TR 8 L agal Tugas Balaga: 2004 wm"' Toges Balejor
FRTe Fempatus Diplosns | | Pelsksass 5 1 Jusmari [ & Senger Bl Maajulankun
1080, Muda Tk | Trgs Brlajms oud Tupm s e il
;l,m’:}ul.;pzl T ;lq-ﬂ.

E. PELAKSANA UMUM YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN BARU MENGUMFULEAN 1 NEP
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KEETERANGAN:
(1) Pimpinan unit eselon [ yang bersanglutan

(2) Nomeor Keputusan Pimpinan unit eselon [
Contoh : KEPUTUSAN SEEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xoor /87 /20..

3) Unit eselon II yang bersangkutan

(4) Nomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringkat Bagi Pelaksana Di Linglungan Kementerian Kesuangan)

{3) Nomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan/ Instansi Vertikkal dan UPT 7

{6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
Di Linglkungan Kementerian Keuangan™

{7} Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian dan Surat Rekomendasi
(8) Diberlalulan surut 1 Jamaari

(9) Tempat dan Tangpal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringlat
Pelaksana

{10} Pimpinan unit eselon |
(11} Pimpinan unit eselon II
(12} Nama pimpinan unit eselon II

(13} NIP Pimpinan umt eselon II

"] Pada saat akan merpusun Eeputusan Penstapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharai
Peraturan sebagaimsana pada angka 5 dan 6
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2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN HASIL

PENILAIAN
NDMDR S
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN
HASIL PENILATAN
DI LINGEUNGAN ....ccvvvnnvemnnnnana 8
.o 1k

Menmmbang ! bahwa dalam rangka pembinasn pegawsai sebagai pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... =, perla
menetapkan Keputusan ......oee.. 2l tentang Peneta.pan Jabatan dan

Peringlcat Bagi Pelaksana Khusus DBerdasarkan Penilaian di
Lingkungan .....ccceeeeeanl®

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ..........c.......(5 tentang Orgamnisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang
Penetapan Jabatan Dan Peringleat Bag Pela.ksana. di Linglungan
Kementerian Keuangan:

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. |8 tentang Peringkat
Jabatan Pelaksana di Linglkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatilan : Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal ...... 7;

MEMUTUSEAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ....... voeeene (3 TENTANG PENETAPAN JABATAN
DAN P'ERIIMGKH.T B.PLGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN
PENILATAN D LINGEUNGAN ...ovvveiniiiniinne B
PERTAMA : Menetapkan Pelalksana Khusus... dengan jabatan dan peringlkat lama

yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memilild jabatan dan
peringkat baru yang tercantum dalam lajur... dan ... sebapgaimana
dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ... 8 i,

KEDUA :  Keputusan .......ccceeeees i1l 1 mulai berlalon pada tanggal ditetapkan dan
berlalu surit sejalk tanggal......coeeieee, 3.

Salinan Keputusan ........... ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organizasi dan Ketatalaltsanaan;
3. Kepala Biro SBumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ............. i1 ird disampsikan kepada yang
bersanglutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di....vuaeeseaas 19
pada tanggal ...oceieeenes ]

> 1, § O ST A S N AT L R |

. {13}

NP o ist®
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LAMPIRAN

FORMAT LAMFIRAN KEFUTUSAN FENETAFAN JABATAN DAN FERINGHAT HAGI FELAKSANA HHUSUS BERDASARKAN HASIL

LaMFiRAN KEFITESAS
FOMOE

TENTARD
FEMETAFAN JABATAN DAR FERINGHAT Bail FELAH Sahla HHISS
BEADALARKAN FENTLALLY DI LINORIMSAN .

PABGEAT; LiBA et AN
g .,
_El__ﬂi L] 1% 18p L] ITh Ll 1159 SLITS [EET
| Bagiun Subdin
al
1 [T Y] Fengemar Th 1 | Dipisms 0] | Béadabam an ¥ thbum LdRaMam A1) | Panfkbace 10 IO TR T T
LOR: 4 1 Okeclieg Jabathn Bemdakizs
e dsnpun pandidikbun
DIl wilajads 18
] LITTELIE Feneis Huds; | Biplems 1 Balraterm L] LR T L duammh BE1T | Yekrwinss L] dshmn | Srerst peadifiben
1Hs/ & Pk [ZEETH tles 8 HBRE ikl
pi L
L] . 8 S i
.. BR
¥ g —
| | J—
KEETERANGAN:

{1} Pimpinan unit eselon I yang bersangloutan

(2) Nomeor Esputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR oo/ 3T f20..

(2) Unit eselon II yang bersangloutan

(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringkat Bagi Pelaksana Di Linglungan Kementerian Keuangan 7

(3) Nomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan {Instansi Vertikal dan UPT?

(6) Nomor Keputusan Menteri Ksuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
Di Linglkungan Kementerian Keuangan™

(¥) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian
(8) Diberlakukan surat 1 Jamaari

(9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringlat
Pelaksana

{10} Pimpinan unit eselon I
(11} Pimpinan unit eselon II
(12) Nama pimpinan unit eselon II

(13) NIP Pimpinan unit eselon II

*] Pada saat akan meryusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelalzana, perlu memperbahanai
Peraturan sebagaimana pada anglka 5 dan 6

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1950 78-

3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA KARENA MUTASI

a) FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA UMUM KARENA MUTASI

I\;DMDR 4
TENTANG
PENETAPAN FELAKSANA JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PELAKSANA UMUM
KARENA MUTASI
DI LINGEUNGAN ..cccceeiiviiininnnaen @

1}
Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawal scbagal  pelaksanaan
Peraturan Menter1 Keuangan Nomor ....... %, perlu
menetapkan Keputusan ............... tentang Penetapm Jabata.ﬂ dan

Per;.ngkat Bagi Pelaksana Umum Karena Mutasi di Lingkungan
R L
Mengingat : 1. Peratu:an Menteri Keuangan ......ccccummenen 5 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;:

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... vt tentang
Mekamsme Penetapan Jabatan dan Perlngkat bag1 Pelaksana i

Linglungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ....cc..c... I8i tentang Jabatan
dan Peringkat Bapgi Pelaksana di Linglkungan Kementerian
Keuangan;
Memperhatikan : 1. SK Mutasi...... 7;
2. Keputusan ......... 1 Nomor .... tentang .... [SK penetapan Jabatan
dan Peringkat pelaksana sebelumrnya) 8-
MEMUTUSEAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ....... wnene 1 TENTANG PENETAPAN JABATAN
DAN PERH‘IGKFLT BPLGI PEIAKSANA UMUM EKARENA MUTASI DI
LINGEUNGAN .ooiiisiaiaannn {2l
PERTAMA ! Menetapkan Pelaksana di linglungan ... 18 yang namanya

tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang
tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan
peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ..., 110 10,

KEDUA :  Keputusan ......cccoveeees (11 ini mulad berlalon pada tanggal ditetapkan dan
berlalou surut sejak tanggal.......ccovveveens &,

Salinan Keputusan ........... ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:

2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ............. M imi  disampaikan kepada yang
bersanglkutan untul diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....... {201
pada tangeal ....ccoveiieiiiann (10
a.rl. 111
13}
vrasrmemanr s rrna e (23
Ly || o |
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LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMFIRAN KEFUTUSAN FENETAPAN JARATAN DAN FERINGHAT FELAKSANA UNMUM HARERA MUTAS]

LAMMRAN EEFUTUSAN .

FONOR.. ..

TERT ARG

FERETAPAS IARATAN DAN FERINGHAT BAG] FELARSANA UMUN
EARERA MUTAS] [l LINGETNGAN._

I. PELAKSANA UMUM ¥YANG DIMUTAS] MENJAIN FELANSANA UNMDM

1. H.n-lll- i Tenpuinr {@(lich’ 'II Tempajl ... L] l Feuyaj -3 .I:I'l.t
I Okfobsr 3014 Semica IoaT Feaanr sundon IT Inin
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2. PELAKSANA KHUSUS DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI, YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM
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KETERANGAN:
{1} Pimpinan umnit eselon I yang bersanglutan

{2) Nomeor Ksputusan Pimpinan umt eselon |
Contoch : KEPUTUSAN SEEKRETARIS JENDEEAL
NOMOR oo/ 3J/20..

(3) Unit eselon II yang bersangkutan

(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringlkat Bagi Pelaksana Di Linglungan Kementerian Keuangan 7

{5} Nomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan’

(6) Nomeor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
Di Linglungan Kementerian Keuangan™

{7} Nomor dan tanggal SK Mutasi

(8) SK penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebelumnya
{9) TMT pelaksana yang bersangloutan aktif bekerja di unit yang baru
(10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan

{11} Pimpinan unit eselon I

(12} Pimpinan unit eselon II

{13) Nama pimpinan unit eselon II

(14) NIP Pimpinan unit eselon II

*:I Pada zaat akan menyusun Heputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbahsmal
Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6
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b) FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA KHUSUS KARENA MUTASI

I\OMOR verimsna 2
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
KARENA MUTASI
DI LINGEUNGAN .. |
.. 1k

Memimbang : bahwa dalam rangka pembinasn pegawsd sebapgal pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... %, perla
menetapkan Keputusan ..., tentang Penetapan Jabatan dan

Permgkat Bagi Pelaksana Khusus Karena Mutasi di Linglkungan

izl 2k

Mengingat ; 1. Perq.turan Menteri Keuangan .. el tentang Orpanisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keu,angﬁ.n
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........ceeee(d) tentang

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringlat bagi Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan:

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... & tentang Jabatan
dan Peringkat Bagl Pelaksana di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
Memperhatikan : 1. SK Mutasi...... I7;
2. Keputusan ......... 1 Nomeor .... tentang .... (SK penetapan Jabatan
dan Peringkat pelaksana sebelumnya) (8-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ....... v 2 TENTANG FENETAPAN JABATAN
DAN PERINGEAT BAGI PEIAK.SHNA EHUSUS EARENA MUTASI DI
LINGEUNGAN ..oooviviniieanaanans 3l
PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan .. verenene 13 yang namanya

tercantum dalam lajur ... dengan _jabat.an da.ﬂ peringkat lama yang
tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingpa memiliki jabatan dan
peringkat bama yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana
dimaksud dalam I_.ampn.ran yvang mmpakm bagian yang tidak
terpisahlcan dari Keputusan .. wesue (1 imd,

KEDUA : Keputusan .....ooeeeen 1 1mi mulad berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlala surat sejak tangeal.. o, =,

Salinan Keputusan ........... ini disampaikan kepada:

1. E=pala Biro Perencanaan dan Keuangan;

2. Kepala Biro Organizasi dan Ketatalaksanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ............. i  disampaikan kepada yang
bersanpglkutan untuk diketahui dan digunalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (18]
pada tangeal .......ccoiciiminenn l10
a.fl. [11
[13)
R
NIP ..oiineniinnn (141
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CONTOH FORMAT LAMFPIRAN HEPUTUSAN FENETAPAN JAHATAN DAN FERINGHAT FELAKSANA KHUSUS KARENA MUTAS]

1. FELAKBANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI FELAKBANA EHUSUS

O OR.

TENTARG
FENITAFAN JANATAN DAN FIRINGKAT BAGT FELAKEANA

HHESTS HARERA MIPTASL
LI KN GAN

Pads
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2. PELAKSANA UMUM ATAU PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
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KEETERANGAN:
i1} Pimpinan unit eselon I yang bersanglutan

(2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon |
Contoh : EEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR oo/ 3 /20..

i3) Unit eselon Il yang bersanglkutan

(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringlkat Bagi Pelaksana Di Linglkungan Kementerian Keuangan

i3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organizasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Intansi Vertikal dan UPTY

(6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringlat Bagi Pelaksana
D Lingkungan Kementerian Keuangan®

(7) Nomor dan tanggal SK Mutasi

i8) SK penstapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebslumnya
19) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif belkerja di unit yang baru
(10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan

{11} Pimpinan unit eselon I

(12) Pimpinan unit eselon II

(13} Nama pimpinan unit eselon II

(14) NIP Pimpinan unit eselon II

*] Pada zaat akan menyusun Heputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharal
Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan &
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4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNS

I"-cGI'.'IDR deimiicag 1A
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGEAT SEBAGAT PNS
DI LINGEUNGAN ....ccvivmmrvvenrsnenael®
ool

Menimbang : babwa dalam rangka pembinaan pegawal sebagal pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... %, perla

menetapkan Keputusan ........... tentang Penetapan Jabatan dan

Permgkat CPNS Yang Telah Dianglkat Sebagai PNS di Linglungan

.08

Mengingat * 1. Peraturan Menteri Keuangan ... 5 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan,

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... vt tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Permgkat bagi Pelalksana i

Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......c..e.. I8 tentang Jabatan
dan Peringkat Bapgi Pelaksana di Linglungan Kementerian
Keuangan:
Memperhatthan &,y gy oot PNS..... 0
2. Keputusan ......... I} Nomor .... tentang .... (SK penetapan jabatan
dan peringkat pertama Pelaksanay] &
MEMUTUSEAN:
Menetapkan : EKEPUTUSAN ....... voenens 12l TENTANG PENETAFAN JAEATAN
DAN PERINGEAT CP‘NS YP;IMG TELAH DIANGEAT SEBAGAI PN3S DI
LINGEUNGAN ...oocoiiiiaiirananes i3l
PERTAMA :  Menetapkan Pelaksana di linglungan ... 8 yang namanya
tercantum dalam lajur .... dengan jabatan dan peringkat lama yang
tercantum dalam lajur ... dan ..., schingga memililki jabatan dan
peringkat bara yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran yﬂ.ﬂg merapakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan .. wrenne 11 irm,
KEDUA ¢ Keputusan ... 11 ird I]:lulﬁ.l berlalfu pada tanggal ditetapkan dan
berlalku surut sejak tanggal....ocovvveennnns =),
Salinan Keputusan ........... ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:

2. Kepala Birc Organisasi dan Ketatalalkcsanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ............. M ini disampaikan kepada wvang
bersanglutan untule diketahui dan digunalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....... 120
pada tanggal .......... {20
' i o R R R, L
s (132
1 | | R L
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LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEFUTUSAN FENETAPAN JABATAN DAN FERINGHAT CFHS YANG TELAH DIANGHAT SERAGAT NS

LANTIRAN KEFITHEAN

BEDMOR....

TENTANG

FEFETAPAR JARATAN DAN PFERISGEAT CFRT VARG TELAH
DRARGHAT SEELGAT FNE

B DINGKUNGAR .
FERDDHEAN LABEL [EFHS BARE FRS
L MAML/ NI TMIT GOl ! JABATAN DAN L4 JIRBATAN DAN ; KET
iV FERSWGAT | PERINGEAT FERGRAT
HEUTDOHAN TERAEIIN KEDUDVRAR
Lu]] m " = 15 Ll m m i e |
1 Famd [ EDE].. Pengaiws {1 cli Diopleams. H1 Penge bk Owis B L Okizber Fraxis Uisha L] Cizsgksi sshagni FRY
1 dhtcher LG pals Fukbagiss w1 Semior THIT | Oktches 2017
Eap adi
= :I.lllp-
Bagimn
@ Mapa i 1000 Pangurir Tl Dép i Famph Anrnowt b i i L Oierabag | Panits Diaba a Drimmplent sahigns FHS
LA T R Ui & LR Pammsli THT 1 DiEsakse 2017
b pills Fulibagiss Fidi
Bagi.. Fubbagios
Bagian
KETERANGAN:

(1) Pimpinan unit eselon | yang bersanglatan

(2} Nomer Keputusan Pimpinan unit eselon [
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDEEAL
NOMOR oo/ SJ/20..

3} Unit eselon II yang bersanglutan

(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringleat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan 7

i3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan {Instansi Vertikal dan UPTY

(6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
Di Lingkungan Kementerian Keuangan'

(7} SK pengangkatan CPNS menjadi PNS
18) SK penstapan pertama pelaksana dalam jabatan dan peringkat
9) TMT penganglatan CPNS menjadi PNS

(10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan

(11} Pimpinan unit eselon I

(12} Pimpinan unit eselon II

(13} Nama pimpinan unit eselon II

(14} NIP Pimpinan unit eselon 11

*] Pada zaat akan menyusun Keputussan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbahsmal
Peraturan sebagaimana pada anpka 5 dan 6
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5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM YANG KEMBALI DARI
DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN

NOMOR R

TENTANG

FENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BEAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARIT
DIPEEERJAKAN /DIPERBANTUKAN

DI LINGEUNGAN ........ccccvvvmnnnmann®
<o b
Memmbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... 4,  perla
menetapkan Keputusan ........... tentang Peneta.pa_ﬂ Pelalcsana

Dalam Jabatan dan Peringloat yang Kembah Dari
Dipekerjakan { Diperbantukan di Lingloangan .. ey
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ......c.cccivieen =) tenta.ﬂg Organ.t._,a.:.i dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... cenenet¥  tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Permgkat bagi Pelaksana di
Linglungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... I8l tentang Jabatan
dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementenan
Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengaktifan kembali sebagai  pegawad
Kementerian Keuangan...... "l

2. Keputusan ......... ! Nomor .... tentang .... (SK penetapan jabatan
dan peringkat pelaksana sebelummnya) (8-
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : EKEPUTUSAN ........ vnnens (U TENTANG PENETAFAN JAEATAN
DAN PERH‘IGKA.T BPLGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI
DIPEKERJAKAN /DIFERBANTUKAN DI LINGEUNGAN .. i inaman i)
FERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di lingkungan ..o, 2 yang
namanya tercantum dalam lajur .... dengan jabatan dan peringkat
lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingea memilili jabatan

dan peringkat baru yang tercantum  dalam lajur ... dan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merapakan bagian yang
tidalk terpisahkan dari Keputusan oo, 12 imi,

KEDUA ¢ Keputusan ..o, 11 3m mulai berlalon pada tanggal ditetapkan dan
berlalou surut sejak tanggal....covieinn, 1.
Salinan Keputusan ........... ini disampailkcan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

2. Eepala Biro Organisasi dan Ketatalalksanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan .......o.. 7 i disampaikan kepada yang
bersanglutan untuk dileetahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....... (22
pada tanggal .......... {1a)
a.mn. (12
[12)
1)
IO o oo st siicis (x4
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LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEFUTISAN FENETAPAN JARBATAN DAN FERINGHAT BAGT FELAKSANA YANG KEMBALI DARI
DIFERERJAKAN | IFERBANTURAN

LAMFPIEAN REFUTUSAN

POMOR ., .

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN FERINGEAT BAG] FELARSANA WANG TELLAH

Analis Jumior wiﬂpﬂlﬂhﬂl LE
LTIy 1 i FOLE ‘abrmn
Bhhekes 2518 Ebagan.. - -
Haguanis Baguie
2. | Khalda/ 1PEC.. | PemaisMueds Tk | Diploms 11 | Asalis. Jumes 1 T T — T . f"'hdlhll'h"-hl- relans
LalEl ki 1 Ul nlhian
Tl L 0 i b, Mamiliici NEF Baik yang webum
diyurakas dalxm nidsag peailaas
Bagan Bugnn =, Panddilian +ak s dvnpe
I Jabatun
. | Thasm) L1984 Fraxin Mude Diiploms 11 | Penpagi . Seuior ¥ T Jspmui | Feopmi Ssmim [ 4 Diprirnablan, dipnibpatilas oraes
o jwf L i 3 tasan
[T T ] Subbaginn Sukl b Mamilise KEF Harsng yasg b
& Wik kas AAE dldaag prullise
Pagian. Fogme.

] ] [E] H N m i [ ]
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Bl Bl

2. PELAKSANA KHUSUS DAN PELAKSANA AWAK KAFAL PATROLI YAKG KEMBAL] DARI DIFEKERJAKAR /{DIFEREARTUKAN DAN
DITETAFEAN SEBAGATI FELARSANA UMM

[T Esslsn 1 04 _ Tunist

Bitebas 2013 Juda gudn
Smbhnginn Bnbbapan
Py S

. PELAKSANA EHUSUS YANG KEMBALI DAR] IFEKERJAKAN/DIFERBANTUKAN DAN DITETAFHAN SEBAGAI FELAKSARA KHUSUS
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4. PELAKSANA UMUM DAN FELAEKSANA AWAK KAPAL PATROL] EEMEALI DARI DIFEKERJAEAN INFEREANTUKAN DAN DITETAFKAN

SEBAGAI PELAHSANA HHUSUS
PREHINIEAN. Labia GENELDM X BARY
3 DIFEKERIAKAR DIFERBLETORAN]
WA EaMpmrp | PASGEAT/GOL ! FPrTrT) RET
s ALRTAN Dok FERIROEAT rnl:.-;nr TAR FERIBOEAT | MASEEERJL
i TERARHIR | KEDUDTHAY
1} ) L] L] L] I L] L] 1 L
I | Dix/ 1588 Penabs M Eerain 1 Parecass Sanior i L Jazuad | Salrwinnis | B e el
LEE pasis Subbnpan 2014 B 1 :ﬂ'p-!rblm-.hn walumms 2
Dirtokaz 2017 Bagin pada tali ik
3 Al
E- 1% s TP
. [13)
) R
KETERANGAN:

{1} Pimpinan unit eselon | yang bersanglkutan

(2) Nomor Keputusan Pimpinan urdt eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR oo/ 37 /20..

(3) Uit eselon I yang bersanglkutan

(4} Nomeor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringlkat Bagi Pelaksana Di Linglungan Kementerian Keuangan 7

(5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan /Instansi Vertikal dan UPT?

(6) Nomeor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringleat Bagi Pelaksana
Di Lingkungan Kementerian Keuangan™

(7) Nomer dan tanggal SK pengaktifan kembali sebagai pegawail Kementerian Keuangan
(8) SK penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebslumnya

(%) TMT yang bersangkutan aldhf kembali bekerja di KEementerian Keuangan (SPMT)

(10} Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan

{11} Pimpinan umnit eselon |

(12} Pimpinan unit eselon II

(13} Nama pimpinan unit eselon II

(14} NIP Pimpinan unit eselon II

*] Pada zaat akan menjyusun Keputussan Penmetapan Jabkatan dan Peringloat Pelaksana, perlu memperbaharal
Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan &
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6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN NEGARA

I\:OMDR wmsm e L

TENTANG

FENETAPAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGI FELAKSANA YANG KEMBALI DART CUTI DI
LUAR TANGGUNGAN NEGARA

DI LINGEUNGAN ...ceeevissmsnsanssnnend@

e el B
Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawal sebagal pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... . = perlu
menetapkan Keputusan ... tentang P‘enetapa.n Jabatan dan
Peringlkat Bagi Pelaksana Yang Kembal Dari Cuti Di Luar Tangpungan

Negara di Linglungan .........cceeueuil8k
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ..................5 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... wennenadd  tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Penngkat bagi Pelaksana di

Linglungan Kementerian Keuangan:

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomoer ... & tentang Jabatan
dan Perningkat Bapl Pelaksana di Lingkungan EKementerian
Keuangan;

Memperhatikan : EKeputusan mengenai peng:aktifan kembali sebagal pegawad

Eementerian Keuangan...
MEMUTLUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ........ veeenne (2l TENTANG FPENETAPAN JAEATAN
DAN FERINGKAT BAGI P‘ELAKSAI\!A YANG KEMBALI DARI CUTI DI
LUAR TANGGUNGAN NEGARA DI LINGEKUNGAN.......cccowee. i
PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di hinglkungan ... 8 yvang

namanya tercantum dalam lajur... dengan jabatan dan peringlkat lama
yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memilild jabatan dan
peringkat bara yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana
dimaksud dalam Lampuan yang me:rupakm bagian yang tdak
terpisahlkan dar Keputusan .. weees 12 1ML

KEDUA :  Eeputusan ..., 12 1ni mulad berlala pada tangeal ditetapkan dan
berlaku surat sejak tanggal...oovnviiiennnnn B,

Salinan Keputusan ........... ini disampaikan kepada:

1. Eepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ............. (1 i disampaikan kepada yang
bersangloutan untuk dilketahui dan dipunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....... (%
pada tanggal ........ 7
aLIl. 10
W 21y
1 i
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LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPRAN KEPUTUSAN PERETAPAN JABATAN DAN PERINGHAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI CUTI M LUAR
TANGGUNGAN NEGARA

FENETAPAR JARATAN AN FERINGEAT BAGE FELARSARA TARG
HEMBALI DARI ¢UT] [ LUAR TARGGUNGAN NEGARA
[l ISGEUNGAR . .

1. PELAMSANA UMUM, FELANSANA HHUSUS, DAN PELAKSANA AWAK HAPAL PATROLI YANG HEMBEALT DARI CUTI DM LUAE TANGOAUNGAN
NEGARA, AN IMTETAFHAN SEBAGAI FELAHSANA UMM

1t 1 rhde Fubbagini . | puda g, L oy
Ptebr 0 P Barma.
2 | AL A0 Pengarur Th ] | Diplosis 01 | Besdabars ™ i B | Puapull. Juski T Cunl A AT D g e
Wi L puta Sobbaginn T3 | pudu Smbbaginn S -
Jsgiia =TT

2. PELAKSANA UMUM DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DAN
DITETAPEAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

L |Atbar(igb_ | PemscaMuda T | Scated | Panpish dunier W 1 danupei | Sekveinio Esvlon [ 8 b

ki 1 padn Snkbapiss 014 padn Smbbapian ..
Okbobes 3014 Bagin.. Bagtia, _

e 1200
e [12)

e (12
e (23]
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EETERANGAN:
(1) Pimpinan unit eselon I yang bersanglkutan

(2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011

(3] Unit eselon II yang bersangloatan

(4] Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penstapan Jabatan Dan
Peringleat Bagi Pelaksana Di Linglungan Kementerian Keuangan 7

[3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan /Instansi Vertikal dan UPT"

(6] Nomor Keputusan Menteri Kenangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
i Lingkungan Kementerian Keuangan’

(7] Nomor dan tanggal SK pengalkctifan kembali sebagal pegawal Kementerian Keuangan
{8) TMT pelaksana yang bersanglutan alctif bekerja di unit yang bara

(9] Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan

(10) Pimpinan unit eselon [

(11) Pimpinan unit eselon II

(12) Nama pimpinan unit eselon II

(13) NIP Pimpinan unit eselon II

*| Pada saat akan menyuzun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksans, perlu memperbaharui
Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.

G. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON | TENTANG PENETAPAN JABATAN
DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

www.peraturan.go.id
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KEPUTUSAN . o e e e e e
NDMDR p———— -

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGEKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGEKUNGAN . i e T e

o 11

Menimbang : bahwa dalam ranglka pembinaan pegawai sebagai  pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... e B, perha
menstapkan Keputusan .....ccceeee. 11 tentang Penetapm Js_bitan dan
Peringkat Bagi PNS EKementerian Keuangan Yang Menjalankan Tugas
Belajar di Lingkungan .......coeeinnnl®h

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ........coo...n.l 8 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......cceeee..nn ! tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat ba.g P’ela]s:s-_ma Di
Linglungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..., I8 tentang Jabatan
dan Peringkat DBagi Pelaksana di Linglungan Kementerian
Keuangan;

Memperhatilcan : 1. Surat Tugas Belajar ...... I}

MEMUTUSKAN:
Menstapkan KEPUTUSAN v (1 TENTANG PENETAFPAN JABATAN
DAN PER]I'IGK&T B.A.GI PNS EKEMENTERIAN EKEUANGAN YANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGEKUNGAN ....ccoovvvnnnnnnnf®
PERTAMA :  Menetapkan PNS di ingkungan .............. 8l yvang namanya tercantum

dalam lagur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum
dalam lajur .. dan ..., schingga memiliki jabatan dan peringkat bam
sebagaimana yang tercantum lajur ... dan ... sebagaimana dimalcsud
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahlan dan
Keputusan ......c.oee. (1 04,

KEDUA : Keputusan .. venenes (U i malad berlalou pada tanggal ditetaplkan dan
berlaloa su_tut se;ja}c tanggal... R o
Salinan Keputusan ........... ini disampailkan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:
2. EKepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan:
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan .......... 2 ini disampaikan kepada yang
berszanglutan untulk diltetahui dan dipunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....... #

pada tangeal ........ 8

.. 111

.. (13

NIP cooeeeereeareeenes (39
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LAMPIRAN

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PNS
EEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENJALANKAN TUGAS
BELAJAR DI LINGKUNGAN...................

1) PEJABAT STRUKTURAL YANG MENJALANEKAN TUGAS BELAJAR

1 | Bagu | 1930 Fenatn Muds Struta 1 Hepala Subbagiain | Pelaksans Togss 12 Menjalinken Tuges Belojms 53
L BT [ ghnieaii 1T Belajar Thi
1 Apid 3014 Fada...

2) PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

1| Dwan ; 10ms_ | Pemats Muda Strats L Franats Enmputsr | Pelabaans Tegas 12 Menjalinkin Tagss Bilajar 52
e Pengekin Balajer Th 1
1 Aprl 2014 2
1. | Wiwinf1985_ | Pengatur Muls Diphema | Fronata Eompater | Pelakeans Tuges 7 Menjalankon Toges Balajar DI
Th T I/ FPelakians Pemuls | Belajar Th VI
1 hpril 2014 o

3) PELAKSANA UMUM YANG MENJALANEAN TUGAS BELAJAR

L)/ Pada Subbagian.... 207 Tugas Belajar

4] PELAKSANA KHUSUS YANG MERJALANKAN TUGAS BELAJAR
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o JABATAN FERINGHAT | FERDAGHAT JABATAN FERINGHAT
T ERAREIR
T 2] B [ [ ] ] ] ] . —
o eanllone :u.m:r:'m;u 15 Essbom 11 Prela L ;ﬁ?:u Tuggua Blagas mn“ﬁm'm
Sebhagian . TVl L YLl
- 'r;'*.,..“mm —
nmmf o Vi Bediiiti
Mhﬂ&l:hhl.t'—.l
R . 3 T o Tl i AWl Tl
o el e el B i el
Sibbiigrikn et dititapliae bebga Faiaans
D déspan perspint mhatan 7
Bagien & Ml NEP Btk ang hebim
(ke meengads el Do
¥ ey Wl dabiad
4 | Tassk' 1980, mpw:rhlnli Trpdeiiin @D m“m L] ;:-IJ!I?I“ ‘m B Mr dak m:}ﬂﬂﬁ, -
Sebhiagian. . ThY beia, detstaplian sebaga
B, poragens jusarua 7 st Susn
mﬂnlm:.
] Hui.l.hiﬂ:]lﬂ-.lu hwhh.‘.
(riaka s Pelaloans 1w
.10, (bL]]
i11)
(22)
NIP .ceeiiicinneean, 1280
KEETERANGAN:
{1} Pimpinan unit eselon I yang bersanglutan
(2] Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARILS JENDERAL
NOMOR o /ST /2011
(3) Unit eselon II yang bersanglutan
(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan 7
(3] Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Instansi Vertikal dan UFT
(8) Nomer Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Perinpglat Bagi Pelaksana
i Linglungan Kementerian Keuangan’
(7] Nomeor dan tanggal SK Tugas Belajar
(8) Nomor EKeputusan mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringhkat
sebelumnya
(9] TMT melaksanalkan tugas belajar, untul yang alkan melalk=analean tugas belajar
(10) Tempat dan Tangpal penetapan Surat Keputusan
(11) Pimpinan unit eselon I
(12) Pimpinan unit eselon II
(13) Nama pimpinan unit eselon II
(14} NIP Pimpinan unit eselon I1
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BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

NOMOR M o

TENTANG

2015, No.1950

KEMBALI

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT

DARI

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGEAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG

KEEMEALI DART MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGEUNGAN

o W=

Menimbang : bahwa dalam ranglka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor E 4, perla
menetapkan Keputuzan ... iU tentang Pen.etapan Jabﬂ.tan dan
Peringkat Bagi PNS Kementerian Keumgan Yang Kembali dari
Menjalankan Tugas Belajar di Linglungan .. aicvenas

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan ... 5 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Mentern Keuangan Nomor 4 tentang

Melanizsme Penetapan Jabatan dan P&rmgl-:at i:ragi Pelalcsana x
Lingloungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. I8l tentang Jabatan
dan Peringkat Bagi Pelaksana di Linglkungan Kementerian
Keuangan;
Memperhatilcan : 1. Keputusan ......... i1 Nomor .... tentang .... |SK Penetapan Jabatan

dan Peringlrat Pelalksana sebelumnya) 71
2. Surat pengalctifan kembali dari tugas belajar.. 8

MEMUTUSKAN:

Menstapkan KEPUTUSAN wennns (2 TENTANG PENETAFAN JABATAN
DAN PER]I*IGKAT E!FLGI PNS EKEMENTERIAN KEUANGAN YANG
KEMBATI DART MENJALANKAN TUGAS BELAJAR |
LINGEUNGAN..........ccceuaunfBl

PERTAMA :  Menstapkan PNS di ingkungan ....cceceeee.s i® vang namanya tercantum
dalam lajur ... denpgan jabatan dan peringkat lama yang tercantum
dalam lajur .. dan ..., sehingea memilikn jabatan dan peringlkat baru
vang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimalksud dalam
Lampiran yang mmpaka_n bagian yang tidak terpizahkan dari

KEDUA :  Keputusan .. SRR ¢ &1 « 1 rmﬂau‘. berlalou pada tanggal ditetapkan dan
berlaloa su.rut .,E;]aic tanggal... VoS i
Salinan Keputisan ........... ini disampailcan kepada:

1. EKepala Biro Perencanaan dan Keuangan:
2. Kepala Biro Organizasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ............. 2l ini  disampaikan kepada yang
berzangloutan untul dileetabhui dan dipunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........ 29
pada tanggal .......... 09
a.mn. SRR CaE T e e S |
|
SO
by | I SRR et
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LAMPIRAN KEFUTUSAN.......
NOMOR......
TENTANG
PENETAFAN JABATAN DAN PERINGEAT EBAGI
PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
KEEMBALI DARI MENJALANEAN TUGAS
BELAJAR DI LINGKUNGAN.__________________

1) PEJABAT FUNGSIONAL YANG KEMBALI DART MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

1 Jnzman
2015

Talah selenal

minjLin e rapes
Tl THET

2) PEJABAT FUNGSIONAL YANG KEMBALI DART MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

e
1 Apsid 3034

3) PELAKSANA YANG KEMBALI DARI MENJALANKEAN TUGAS BELAJAR

Fenpaius Muds
e b Aped
F F

Diglma M1

Falakssns Tupss
Belapr TRV

1 dsunsri
2018

Bendabam
Fadls Subbagion

Al
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KETERANGAN:
(1} Pimpinan unit ezelon | yang bersangloutan

(2) Nomeoer Keputusan Pimpinan unit eselon |
Contoh : EKEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR oo /31 /20...

13} Unit eselon II yang bersanglutan

4] Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
Peringleat Bapgi Pelaksana Di Lingloungan Kementerian Keuangan 7l

i3} Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Instansi Vertikal dan UPT

i6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelalcsana Di
Linglungan Kementerian Keuangan’

(7} Nomor Keputusan mengenai Penetapan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat

sebelumnya
18} Surat pengaktifan kembali dari tugas belajar
9} TMT pelaksana yang bersanghkutan alctif bekerja
{10} Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
(11} Pimpinan unit eselon I
112) Pimpinan unit eselon II
(13} Nama pimpinan unit eselon I1

{14) NIP Pimpinan unit eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
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